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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun
anggaran 2020 ini, Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil menyusun
Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2022 di bidang

pelaksanaan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Banten.

Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2022 sesuai ketentuan yang
berlaku, sebagai hasil kerjasama seluruh jajaran di Dinas Pariwisata Provinsi

Banten.

Diharapkan informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan untuk
melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan
yang ada dan mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan

datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan yang lebih baik.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Serang, Desember 2022
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H. Al Hamidi, S.Sos, M.Si
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun
2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana
otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang

pariwisata.

1.2 VISI DAN MISI
MISI 1 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
GOVERNANCE )
RPJMD : Meningkatnya Pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat
daerah yang melayani langsung kepada Masyarakat
RENSTRA : Meningkatkan kualoitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
Dinas Pariwisata MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN
DAN PEMERATAAN EKONOMI
RPJMD : Meningkatkan Industri dan Jasa bidang pariwisata serta ekonomi
kreatif
RENSTRA : Pengembangan Pengelolaan destinasi pariwisata yang menarik &
profesional melalui Pengembangan sistem Promosi Pariwisata, Penguatan
struktur industri pariwsata & ekonomi kreatif,Peningkatan kapasitas pelaku

usaha industri pariwisata & ekonomi kreatif
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STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI 1 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
GOVERNANCE )

RPJMD : Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah
dan mendetailkannya pada standar operasional prosedur ( SOP ) pelayanan
RENSTRA : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas
Pariwisata

MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI

RPJMD : Meningkatkan penataan dan pengembangan destinasi wisata,
peningkatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi, Peningkatan

pengembangan pangsa

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

Program Dinas Pariwisata merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator
keluaran program dan pagu indikatifnya sebagaimana tercantum dalam
rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pariwisata kedalam
rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan
untuk masingmasing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan
kebijakan jangka menengah Dinas.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,
merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk
beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis
layanan Dinas Pariwisata. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program
prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas.
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Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan
akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja
Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan
operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan
setiap tahun.

Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil
(SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Pengertian ‘bersifat indikatif dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun
keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk
rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak
kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan di
dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam kurun waktu 2017-2022
menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi : Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini diimplementasikan melalui 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah ;

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah ;

2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Program ini diimplementasikan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:
1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi ;
2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi ;



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2022

3) Penetapan Tanda  Daftar Usaha  Pariwisata Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi,

. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi ;

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata adalah
meningkatkan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh
akses infrastruktur, sedangkan sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah
meningkatnya jumlah destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya
tariknya, dengan indikator kegiatannya adalah Jumlah Penataan Destinasi
Wisata (satuan: Objek)

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi ;

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
adalah meningkatkan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas dan
didukung oleh akses infrastruktur, sedangkan sasaran kegiatan ini adalah
meningkatnya jumlah destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya
tariknya, dengan indikator kegiatannya adalah Jumlah Penataan Destinasi
Wisata (satuan: Objek)

Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ;

Tujuan pelaksanaan kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi adalah
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meningkatkan investasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata sasaran
pelaksanaan kegiatan ini adalah para pelaku usaha pariwisata, dengan
indikator kegiatannya adalah Jumlah Industri Pariwisata (satuan: Industri).

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Lanjutan ;

Tujuan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan adalah Peningkatan
pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata, sedangkan
sasaran kegiatan ini adalah berkembangnya SDM pariwisata dan ekonomi
kreatif yang mandiri, dengan indikator kegiatannya adalah SDM pariwisata
dan ekonomi kreatif (satuan : Orang).

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi ;

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata
adalah Peningkatan pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan
kemiteraan pariwisata, sedangkan sasaran kegiatan ini adalah
meningkatnya segmentasi pangsa pasar pariwisata, dengan indikator
kegiatannya adalah jumlah kunjungan wisatawan (satuan : orang), rata-rata
lama kunjungan (satuan : hari), rata-rata pengeluaran wisatawan (satuan :

Rp).
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota
Kreatif adalah Peningkatan pengembangan pelaku ekonomi kreatif
sedangkan sasaran Kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana
kota kreatif yang mandiri, dengan indikator kegiatannya adalah Tersedianya
Kab/Kota Kreatif (satuan : Kab/Kota kreatif).
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1.3 DATA UMUM DAERAH

GAMBARAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kondisi Geografis

Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang — Undang Nomor
23 Tahun 2000, yang mana sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Jawa
Barat. Provinsi Banten secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4
Kota yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak,
Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang
dan Kota Cilegon. Wilayah Banten terletak pada batas Astronomi 105°1'112

- 106°7'122 BT dan 5°7'502% - 7°1'1% LS.

GEOGRAFI
Luas Wilayah 9.,662,92 Km?* (UL No, 23 Tohun 2000) >
Pembagian Wilayah  « & Kabupaten dan 4 kota 9 :
Administrasi = 155 Kecamatan

* 313 Kel. & 1.238 Desa

* 1.551 Desa/Kel
Letak Wilayah 105°01°11" - 106°07""12" BT

05°07°50" - 07°01°01" LS
Batas Wilayah Utara : Laut Jawa

Timur : DKI Jakarta & Jabar
Selatan : Samudera Hind

! Selat Sunda —
Panjang Pantai » %B17.42 Km j :
Jumbah Pulau 1 M

DEMOGRAFI
Jumiah Penduduk 2016 : 12.203.148 Jiwa (BPS) "'}:ﬁi%‘.lebak
LPP 2011.2016 : 2,07% 2. Kab. Pandeglang
Kepadatan Penduduk : 1,237 jiwa/ Km? 3. Kab. Serang

4. Kab, Tangerang 8. Kota Tangsel
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Banten memiliki posisi yang strategis, yaitu dekat dengan ibu kota negara dan
sebagai jalur masuk dari arah sumatera. Secara administratif, batas wilayah

provinsi Banten sebagai berikut.

e Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa

e Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

e Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda

e Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat

Berdasarkan data dari website resmi pemerintah provinsi Banten, Topografi
wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian O — 1.000 m dpl. Secara
umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah
yang berkisar antara O — 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang.
Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang
memiliki ketinggian berkisar 201 - 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur
memiliki ketinggian 501-2.000 dpl yang terdapat di Puncak Gunung

Sanggabuana dan Gunung Halimun

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan
wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi
menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang
(bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal. Tinggi wilayah di Provinsi
Banten tertinggi berada pada kisaran 0-2000 dpl di Kabupaten Pandeglang dan
Kabupaten Lebak. Sedangkan untuk kabupaten lainnya seperti pada
Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Serang, Kota Tanggerang, Kota serang dan
Kota Tanggerang Selatan berada pada ketinggian 0-200 dpl, kelima kabupaten

tersebut merupakan kabupaten dengan ketinggian wilayah yang rendah.
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Tabel Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten/Kota Ibu Kota Luas (km?2) Persentase
(1) (2) (3) (4)
Kab. Pandeglang Pandeglang 2 746.89 28.43
Kab. Lebak Rangkasbit 3 426.56 35.46
un

Kab. Tangerang Tigara%{sa 1011.86 10.47
Kab. Serang Ciruas 1 734.28 17.95
Kota Tangerang Tangerang 153.93 1.59
Kota Cilegon Cilegon 175.50 1.82
Kabupaten/Kota Ibu Kota Luas (km?2) Persentase
Kota Serang Serang 266.71 2.76
Kota Tangerang Selatan Serpong 147.19 1.52
Banten 9 662.92 100.00

Luas wilayah Provinsi Banten yaitu 9662,92 km?. Adapun luas wilayah
menurut kabupaten di Provinsi Banten terluas berada di Kabupaten Lebak
dengan luas wilayah yaitu 3426.56km? (35,46 %), sedangkan luas wilayah
terkecil yaitu di Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah 1011.86 km? (10,47
%). Berdasarkan luas wilayah menurut kota di Provinsi Banten terluas berada
di Kota Serang dengan luas wilayah yaitu 266,71 km? (2,76 %), sedangkan luas
wilayah kota yang terkecil yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 147,19 km?
(1,52 %).

Kabupaten Pandeglang adalah wilayah terluas kedua dengan luas 2.746,89
km2 atau 28,43% dari total wilayah Banten. Kabupaten Pandeglang memiliki
jumlah kecamatan terbanyak, mencapai 35 dari 155 kecamatan yang ada di
provinsi Banten. Jumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang lebih banyak
dibandingkan dengan Kabupaten Lebak akibat adanya pemekaran wilayah.

Kabupaten Pandeglang terbagi lagi dalam 287 desa dan 25 kelurahan.

Tabel Jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten/Kota Kecamatan Desa Kelurahan
(1) (3) 4) (5)
Kab. Pandeglang 35 287 52
Kab. Lebak 28 318 27
Kab. Tangerang 29 86 188
Kab. Serang 29 254 72
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Kota Tangerang 13 - 104
Kota Cilegon 8 4 39
Kota Serang 6 30 37
Kota Tangerang Selatan 7 - 54
Provinsi Banten 155 979 573

Provinsi Banten terdiri atas 979 desa dan 573 kelurahan. Adapun desa
terbanyak terdapat di Kabupaten Lebak sebanyak 318 desa dan 27 kelurahan.
Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak memiliki desa. Pada kedua
kota ini masing-masing terdapat 104 dan 54 kelurahan.

Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tergolong dalam daerah perkotaan
(urban) yang luas kelurahannya kurang dari 3 km2, berbeda cukup jauh dari
daerah Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota
Cilegon yang hanya memiliki luas antara 3-6 km2 yang digolongkan sebagai
kawasan sub urban atau daerah yang sedang bermetamorfosis menuju
perkotaan. Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan kawasan dengan
wilayah desa/kelurahan yang secara rata-rata lebih luas, yaitu tidak kurang

dari 8 km?2

Tabel 3.3 Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota ke Ibukota Provinsi (km)
Tahun 2020

Kabupaten/Kota Jarak ke Ibukota Provinsi
(1) (2)
Kab. Pandeglang 16.15
Kab. Lebak 23.13
Kab. Tangerang 38.01
Kab. Serang 6.52
Kota Tangerang 53.87
Kota Cilegon 22.25
Kota Serang 6.29
Kota Tangerang Selatan 63.54

Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi di Provinsi Banten. Daerah
terjauh dari ibu kota Provinsi adalah Kota Tangerang Selatan dengan jarak
63.54 Km, sedangkan jarak terdekat yaitu pada Ibukota Kota Serang dengan
jarak 6.29 Km. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021, sebagian
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besar lahan di provinsi Banten digunakan untuk kawasan pertanian (78.58%),
terbagi atas lahan pertanian sawah (21.62%) dan pertanian bukan sawah
(56.95%). Artinya hanya sebesar 21.42% lahan yang digunakan bukan untuk
tujuan pertanian, termasuk didalamnya untuk kawasan tempat tinggal

maupun aktivitas ekonomi.
Kondisi Kependudukan
Jumlah penduduk provinsi Banten berdasarkan data Badan Pusat Statistik

pada tahun 2019 mencapai 12. 927.316 jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk dari 2018 ke 2019 sebesar 1.87.

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
(persen) Tahun 2019

Laki-laki Perempuan Jumlah
Kabupaten/Kota 2020 2020 2020
(1) (2) (3) (4)
Kab Pandeglang 618304 593605 1211909
Kab Lebak 666802 635806 1302608
Kab Tangerang 1942490 1858297 3800787
Laki-laki Perempuan Jumlah
Kabupaten/Kota 2020 2020 2020
Kab Serang 764097 744300 1508 397
Kota Tangerang 1136898 1093003 2229901
Kota Cilegon 223002 214203 437205
Kota Serang 352601 336002 688603
Kota Tangerang Selatan 879701 868205 1747906
Provinsi Banten 6583 895 6343421 | 12927316

Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa jumlah penduduk dengan rasio jenis
kelamin di Provinsi Banten tertinggi terjadi pada jenis kelamin laki-laki
sebesar 6.583.895 jiwa dengan daerah penduduk terbanyak adalah
Kabupaten Tangerang sebanyak 3.800.787 jiwa dan terendah berada di
Kabupaten Cilegon sebanyak 437.205 jiwa. Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa

kepadatan penduduk tertinggi terjadi pada Kota Tangerang sebesar 14.486
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per km?, sedangkan kepadatan penduduk terendah terjadi pada Kabupaten
Lebak sebesar 80 per km?.

Tabel 3.7 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Tahun 2021

Kabupaten/Kota Kepadatan Penduduk per km?2
(1) (2)

Kab. Pandeglang 441
Kab. Lebak 380
Kab. Tangerang 3756
Kab. Serang 870
Kota Tangerang 14486
Kota Cilegon 2491
Kota Serang 2582
Kota Tangerang Selatan 11875
Banten 1338

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021
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GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif serta

melaksanakan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas

Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia)
Banten melalui pendidikan dan latihan mencapai 100 % dari total pegawai

yang mengikuti pendidikan dan latihan.

Ketersediaan Aparatur pelaksana tugas pemerintahan dan tugas
pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berjumlah 105

orang dengan komposisi sebagai berikut

Komposisi dan Jumlah Personil

NO URAIAN JUMLAH %
1 Pegawai Negeri Sipil 54 51.29
2 Pramubakti Administrasi 29 27.88
3 Satuan Pengaman 12 11.54
4 Kebersihan 7 6.73
5 Pengemudi 2 1.92
JUMLAH 104 100

Sumber : SIMPEG Provinsi Banten, 2022



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2022

13

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NoO. JABATAN I I(:OLONGI'?IN v JUMLAH
1 |Kepala Dinas - - - 1 1
2 |Sekretaris - - - 1 1
3 |Kepala Bidang - - 1 3 4
4 |Sub Koordinator ) ) 3 6 14
Kegiatan
S |Fungsional - - 2 - 2
6 |Staf / Pelaksana - 12 20 - 32
JUMLAH - 12 31 11 54
% Terhadap Jumlah " | 22.22 | 57.41 | 20.37| 100,00
Pegawai

Sumber : SIMPEG Provinsi Banten, 2022

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLA
NO JABATAN S3 S2 S1 D3 | D2 |SLTA H
1 |Kepala Dinas - 1 - - - - 1
2 |Sekretaris - - 1 - - - 1
3 |Kepala Bidang - 3 1 - - - 4
4 |Kepala Seksi/Subbag| - 8 6 - - - 14
5 |Fungsional - 1 1 - - - 2
6 |Staf Pelaksana - 2 13 10 - 7 31
TOTAL o 15 22 10 - 7 54
% terhadap Jumlah 0,0 40.7 | 18.5 12.9
Pegawai o 27.78 4 2 ] 6 100,00

Sumber : bagian kepegawaian dispar 2022
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JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI S.D TAHUN 2022

NO JENIS DIKLAT JUMLAH
1 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 18
2 | Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3
3 | Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 7
4 | Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program 4

Pembangunan
S | Diklat Analisis Gender 2
6 | Diklat Kapasitas Kinerja 1
7 | Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2
8 | Diklat Daya Saing Daerah 3
9 | Diklat Teknis Kearsipan 6

10 | Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 11
11 | Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2
12 | Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1
13 | Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi 1

Pemerintah
14 | Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1
15 | Diklat Penyusunan RENSTRA 2
16 | Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1
17 | Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2
18 | Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 3
19 | Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1
20 | Diklat Manajemen Aset Daerah 1
21 | Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2
22 | Diklat Penatausahaan Aset 4
24 | Diklat PIM III 1
25 | Diklat PIM IV 1
26 | Diklat Teknis Penyusunan APBD 1
27 | Diklat Kepariwisataan 1
27 | Diklat Management Pengembangan Wisata Daerah 1
28 | Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 1
29 | Diklat Penyusunan LAKIP 1
30 | Diklat PPID 1
31 | Diklat Teknis Penyusunan SKP 1
32 | Diklat Penggerak Tunas Integritas 1
33 | Diklat Pengelolaan Website 1
34 | Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 1
35 | Diklat Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pemenuhan 1
Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga Bagi Anggota
Korpri Provinsi Banten

36 | Diklat Management Data Pemerintahan Berbasis 1
Spasial (GIS)

38 | Bimtek LPPD 1
39 | Bimtek SKP 1
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40 | Diklat teknis pengelolaan Barang Milik Daerah 1
41 | Diklat Penggerak Tunas Integritas 6
42 | Diklat Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, 2
43 | Diklat Standar Pelayanan Minimum 2
44 | Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi PNS 2
45 | Bimtek Penyimpan dan Pengurus Barang 1
46 | Bimtek Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 1
Pengadaan Barang dan Jasa
47 | Bimtek TEPRA 1
48 | Bimtek Penyusunan Analisa Jabatan 1
49 | Bimtek Operator Administrasi Manajemen 2

Sumber : bagian kepegawaian dispar 2022
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BAB || PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

SASARAN STRATEGIS (Indikator

NO S ) INDIKATOR KINERJA PROGRAM / TARGET ANGGARAN (Rp)
Kinerja Program/Kegiatan) KEGIATAN
1 2 3 4 4
| Program Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintah Daerah
1 Tersusunnya Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset 15.839.969.000
Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan
yedian Bajl dan Tunjiang 15.209.969.000
12 bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN
"o 600.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan 4 Dokumen
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD 5,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 3 Dokumen
SKPD 5,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 Dokumen
Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,500,000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 2 Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan 5,000,000
Koordinasi dan Penyususnan Laporan 5 Dokumen
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran 5,000,000
SKPD
Penyusunan Laporan dan  Analisis 2 Dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran 8,500,000
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Tersusunnya Dokumen Perencanaan, 96.065.000
Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 18.675.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 2.400.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 2.400.000
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 2.400.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 2.400.000
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 Dokumen 9.330.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
3 Dokumen 58.460.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

* Data: RKAP 2022

17




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 melaksanakan 5
(lima) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan 44 (empat
puluh empat). Sementara untuk anggaran terdiri dari, belanja langsung sebesar
Rp. 22.431.088.000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 14,635,406,500,-
sehingga total anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 37.066.494.500,- dengan Realisasi Belanja sebagaimana tabel dibawah

ini :

1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA YANG
DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2021 telah
menetapkan Target Kinerja dari masing-masing Program dan kegiatan yang
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh para pejabat di

lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada Dinas Pariwisata Provinsi

Banten :

Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Dinas)

No Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Kinerja

1 2 o 4 9

1 Meningkatnya Prosentase % 3.09
Pertumbuhan Peningkatan
Ekonomi  Sektor Nilai PDRB
Pariwisata  yang Sektor
Optimal Pariwisata

2 Meningkatnya Capaian Nilai 85
Penyelenggaraan SAKIP
Pemerintahan (Sistem
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yang Akuntabel,
Efektif dan Efisien

Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah)

Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No

Program

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

1

2

3

4

Program
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Capaian
kesesuaian
dengan
Parameter
penilaian
dokumen
perencanaan,
evaluasi dan
pelaporan
perangkat
daerah

%

100

Persentase
Sarana
Prasarana
Perkantoran
yang
mendukung
kelancaran
tugas dan
fungsi
administrasi
perangkat
daerah

%

100

Persentase
terwujudnya
penata
usaha
keuangan
dan
pencapaian
kinerja
program
yang
mendukung
yang
mendukung

%

100

22




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

kelancaran
tugas dan
fungsi SKPD

Persentase
terwujudnya
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
Aparatur
yang
mendukung
kelancaran
tugas dan
fungsi SKPD

% 100

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif)

No Program Indikator Satuan Target
Kinerja
1 2 3 4 5
1 | Pengembangan ' Rata - rata Rp 4.760.761
Pengembangan Ekonomi | pengeluaran
Kreatif melalui | Wisatawan
Pemanfaatan dan
Perlidungan Hak
Kekayaan Intelektual
2 | Peningkatan Daya Tarik Prosentase % 20
: . .. Pengembangan
Destinasi Pariwisata . .
Destinasi
Wisata
Berbasis Sapta
Pesona

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pemasaran)

No Program Indikator Satuan Target
Kinerja
1 2 3 4 5
1 | Pemasaran Pariwisata
Jumlah Orang
Kunjungan 19.105.640
Wisatawan
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Rata - rata
Lama Hari 1,6
Kunjungan

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan SDM Parekraf)

No Program Indikator Satuan Target
Kinerja
1 2 3 4 5
1 | Program  Pengembangan | Jumlah tenaga Orang 300
Sumberdaya Manusia | kerja yang
Pariwisata dan Ekonomi | terlatih di
Kreatif sektor
kepariwisataan
dan ekonomi
kreatif

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 | Perencanaan, Dokumen Perencanaan | Dokumen 3

Penganggaran Perangkat

dan Evaluasi Daerah

Kinerja

Perangkat

Daerah
Dokumen RKA - SKPD Dokumen 1
Dokumen perubahan RKA -| Dokumen 1
SKPD

Dokumen 1

Dokumen DPA - SKPD
Dokumen DPA Perubahan T-| Dokumen 1
SKPD
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Dokumen Laporan capaian | Dokumen 6
kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Dokumen Evaluasi Kinerja | Dokumen 3
Perangkat Daerah

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Keuangan)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 S
1 | Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 12

Keuangan

Perangkat

Daerah
Administrasi Pelaksanaan Tugas Bulan 12
ASN
Dokumen Penatausahaan dan | Dokumen 4
Pengujian/Verifikasi = Keuangan
SKPD
Dokumen Akuntansi SKPD Dokumen 3
Dokumen Laporan Keuangan | Dokumen 1
Akhir Tahun SKPD
Dokumen bahan tanggapan hasil | Dokumen 2
Pemeriksaan
Dokumen laporan keuangan | Dokumen S
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Dokumen Pelaporan dan Analisis | Dokumen 2

Prognosis Realisasi Anggaran
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Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 S
1 | Penyediaan Komponen | Penyediaan Komponen | Tahun 1

Instalasi Instalasi Anggaran
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Bangunan
Kantor Kantor
2 | Penyediaan Jasa | Penyediaan Jasa Mobil 6
Pemeliharaan, Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan | Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Pajak
Kendaraan Perorangan | Kendaraan Perorangan
Dinas atau | Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan
3 | Penyediaan Peralatan dan | Peralatan dan | Tahun 1
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Anggaran
Kantor
4 | Peny edl.aan.Jasa Jasa Komunikasi, Sumber Tahun 1
Komunikasi, Daya Air dan Listrik Anggaran
Sumber Daya Air dan
Listrik
S5 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Motor 18
Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan
Biaya Pemeliharaan, Perizinan Kendaraan
Pajak dan Dinas
Perizinan Kendaraan Operasional atau
Dinas Lapangan
Operasional atau (Motor)
Lapangan
6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Mobil 8
Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan
Biaya Pemeliharaan, Perizinan Kendaraan
Pajak dan Dinas
Perizinan Kendaraan Operasional atau
Dinas Lapangan
Operasional atau
Lapangan
7 | Pengadaan Kendaraan Pengadaan kendaraan Paket 1
Dinas dinas
Operasional atau opersional atau lapangan
Lapangan
8 | Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga Tahun 1
Rumah Anggaran

Tangga
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9 | Penyediaan Jasa Jasa pelayanan Umum Tahun 1
Pelayanan Kantor Anggaran
Umum Kantor

10 | Penyediaan Barang Barang Cetakan dan Tahun 1
Cetakan dan Penggandaan Anggaran
Penggandaan

11 | Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Paket 3

12 | Pengadaan Peralatan dan | Pengadaan Peralatan dan
Mesin Mesin Paket 6
Lainnya Lainnya

13 gzrrllnehharaan Peralatan Pgmeliharaan Mesin Mgnsin 35
Mesin Lainnya lainnya Lainnya

14 | Pemeliharaan Peralatan
dan Pemeliharaan Peralatan Peralatan 80
Mesin Lainnya

15 | Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan Tahun 1
Tamu Tamu Anggaran

16 | Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Pegawai Orang 9
Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Fungsi

17 | Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Tahun
Koordinasi dan Konsultasi | Koordinasi dan Konsultasi A 1
SKPD SKPD negaran

18 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Pemeliharaan /Rehabilitasi
Sarana Sarana
dan Prasarana Gedung dan Prasarana Gedung Gedung 1
Kantor Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya

19 | Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Pendukung Gedung Pendukung Gedung Paket 1

Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kantor atau
Bangunan Lainnya
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Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Promosi Pariwisata)

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan Potensi Pasar
Pariwisata)
No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 | Fasilitasi Kegiatan | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran | Kegiatan 8
Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan
Pariwisata Baik Luar Negeri
Dalam dan Luar
Negeri
No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 | Penyediaan Data | Tersedianya Data dan Dokumen S

dan Penyebaran
Informasi
Pariwisata
Provinsi, Baik
Dalam dan Luar
Negeri

Penyebaran Informasi
Pariwisata Provinsi, Baik
dalam dan Luar Negeri

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi

Pariwisata)
No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 | Penguatan Terlaksananya Promosi Kegiatan 11

Promosi Melalui
Media Cetak,
Elektronik, dan
Media Lainnya
Baik Dalam dan
Luar Negeri

Pariwisata melalui Media

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata)

Strategis Pariwisata Provinsi

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 =
1 | Pengembangan Dokumen Perencanaan
Kawasan Strategis | Kawasan Dokumen 2
Pariwisata Strategis Pariwisata Provinsi
Provinsi Banten Pengembangan Kawasan Objek 18
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Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi
Pariwisata)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 | Pemberdayaan Terlaksananya Pemberdayaan | Objek 35
Masyarakat Masyarakat dalam
dalam Pengelolaan Kawasan
Pengelolaan Strategis Pariwisata Provinsi
Kawasan Strategis
Pariwisata
Provinsi

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 S 4 5
1 | Penetapan Daya Terlaksananya Penetapan Dokumen 1
Tarik Wisata Daya tarik Wisata Unggulan
Unggulan Provinsi | Provinsi
2 | Pengembangan Berkembangnya Daya tarik Objek 18
Daya Tarik Wisata | Wisata Unggulan Provinsi
Unggulan Provinsi

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi SDM Pengembangan Standarisasi dan

Kualifikasi Sumber Daya Manusia

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 S 4 9
1 | Pengembangan
Kompetensi SDM | Berkembangnya Kompetensi
Pariwisata dan SDM Pariwisata dan Ekonomi Orang 300
Ekonomi Kreatif Kreatif Tingkat Lanjutan
Tingkat Lanjutan

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Banten)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1| Peningkatan Meningkatnya Peran serta
Peran serta
Masyarakat dalam
Masyarakat dalam . Orang 550
Pengembangan Kemitraan
Pengembangan =
. Pariwisata
Kemitraan
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Pariwisata

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan
Kualifikasi SDM)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 )
1 | Peningkatan Meningkatnya Kompetensi Orang 300
Standarisasi dan | SDM Bidang Pariwisata dan
Kualifikasi Ekonomi Kreatif
Sumber Daya
Manusia

Perjanjian Kinerja Eselon

Ekonomi Kreatif)

IV (Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisatan dan

Sumber Daya
Manusia Ekonomi
Kreatif

Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 o 4 9
1 | Fasilitasi
Pengembangan Terfasilitasinya
Kompetensi Pengembangan Kompetensi Orang 400

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas
Pariwisata Provinsi Banten)

Produk Kreatif
Baik di Pasar
Ekspor Maupun
Pasar Domestik

Pasar Produk Kreatif Baik di
Pasar Ekspor Maupun Pasar
Domestik

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 S 4 9
1 | Layanan
Penyediaan Tersedianya Sarana dan .
Sarana dan . Kegiatan 5
Prasarana Kota Kreatif
Prasarana Kota
Kreatif
2 | Perluasan Pasar Terlaksananya Perluasan | Kegiatan 15
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Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Banten)

Industri dan

Usaha Pariwisata

Industri dan Usaha Pariwisata

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 | Fasilitasi
Standarisasi Terfasilitasinya Standarisasi
Dokumen 2

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Banten)

Usaha Pariwisata

Pariwisata

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 S 4 5]
1 | Pembinaan dan Terlaksananya Pembinaan
Pengawasan dan Pengawasan Usaha Industri 5
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2. Capaian Kinerja Keluaran Masing — masing kegiatan

a. Realisasi Kinerja (Keuangan)

Tabel 3.1
Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2022
PROGRAM / o
NO KEGIATAN / SUB RENCANA (RP)| REALISASI (RP) Yo
KEGIATAN
1 2 3 4 5
A | BELANJA TIDAK 15.209.969.000 13.864.256.183| 91,15
LANGSUNG
B | BELANJA LANGSUNG 39.848.018.000 27.933.556.571| 70.10
TOTAL PENYERAPAN 76,83
C | ANGGARAN (BTL + BL) 55,057,987,000, 42,301,681,504
PROGRAM PENUNJANG
I | URUSAN PEMERINTAHAN 21.751.230.000 19.266.805.185 | 88.58
DAERAH PROVINSI
ini i 90.72
1 |Administrasi Keuangan ;5 939 969.000| 14.368.124.933
Perangkat Daerah
Penyedian Gaji dan 91.15
Tunjangan ASN 15.209.969.000 13.864.256.183
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN 600.000.000 483.068.750 | 80.51
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 100
Pengujian/Verifikasi 5,000,000 5,000,000
Keuangan SKPD
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi 5,000,000 5,000,000 | 100
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan  Laporan 1,500,000 1,500,000 | 100
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Pengelolaan dan 5,000,000 2.500.000 | 50.00
Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan
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Koordinasi dan
Penyususnan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan/Sem
esteran SKPD

5,000,000

3,550,000

71.00

Penyusunan Laporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

8,500,000

6,500,000

76.47

Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

96.065.000

43.356.178

45.13

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

18.675.000

17.765.000

95.13

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

2.400.000

2.400.000

100

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

2.400.000

2.400.000

100

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

2.400.000

2.400.000

100

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

2.400.000

2.400.000

100

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

9.330.000

4.148.202

44.46

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

58.460.000

13.129.165

22.46

Pengadaan Barang Milik
Penunjang Daerah Urusan
Pemerintah Daerah

1.907.190.000

1.763.161.350

92.45

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

700.000.000

580.029.500

82.86

Pengadaan Mebel

843.985.850

160.401.000

98.28

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

163.205.000

824.825.700

97.73

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau

200.000.000

580.029.500

82.86
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Bangunan Lainnya

Urusan Pemerintahan
Daerah

4 Administrasi
Kepegawaian Perangkat 12.500.000 8.290.000 | 66.32
Daerah
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan 12.500.000 8.290.000 | 66.32
Fungsi
5 | Administrasi Umum
Perangkat Daerah 733.863.560 427.443.297 58.25
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan 9.634.000 6.693.578 | 69.48
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor 334.848.040 279.897.695 | 83.59
Penyediaan  Peralatan 10.000.000 8.456.010 | 84.56
Rumah Tangga
Penyediaan Barang
Cetakan dan 59.381.520 26.120.325| 43.99
Penggandaan
Fasilitasi ~ Kunjungan 40.000.000 12.107.500 | 30.27
Tamu
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan | 280.000.000 94.168.189 | 33.63
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa
6 | Penunjang Urusan | 2+254.668.440|  , 145 450.923 | 96.35
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber 357.616.920 313.062.532 | 87.54
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum | 1.897.051.520 1.859.396.991 | 98.02
Kantor
= | Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang 906.974.000 483.969.504, 53.36
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

237.558.000

217.633.787

91,61

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

160.003.520

151.257.864

94,53

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

98.088.480

69.743.450

71.10

Pemeliharaan /Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

411.324.000

351.258.934

85.40

II

PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA

25.348.574.000

17.924.778.610

70.71

Pengelolaan Daya Tarik
Wisata Provinsi

3,265,420,000

3,177,118,750

97,30

Penetapan Daya Tarik
Wisata Unggulan
Provinsi

8.419.499.000

2.411.183.300

28.64

Pengembangan Daya
Tarik Wisata Unggulan

Provinsi

8.366.075.000

2.399.983.300

28,69

Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata

16.129.075.000

14.233.978.250

88,25

Perencanaan
Strategis
Provinsi

Kawasan
Pariwisata

200.000.000,

196,460,000,-

98,25

Pengembangan
Kawasan
Pariwisata Provinsi

Strategis

13.029.075.000

11.623.199.550

87,86

Pemberdayaan
Masyarakat
Pengelolaan
Strategis

dalam
Kawasan
Pariwisata

2.900.000.000

2.404.318.700

82,91
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Provinsi

Penetapan Tanda Daftar
Usaha

800.000.00

513.681.610

64,21

dan
Usaha

Pembinaaan
Pengawasan
Pariwisata

500.000.000

317,354,440

63,47

Standarisasi
dan Usaha

Fasilitasi
Industri
Pariwisata

300.000.000

211,587,955

70,53

111

PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA

5.099.183.000

3.022.417.970

59,27

Pemasaran Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri
Daya Tarik, Destinasi dan
Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi

5.099.183.000

3.022.417.970

59,27

Penguatan Promosi
Melalui Media Cetak,
Elektronik Dan Media
Lainnya Baik Dalam
Dan Luar Negeri

1.978.877.000

1.356.208.800

68,53

Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran  Pariwisata
Baik Dalam dan Luar
Negeri

2.175.706.000

1.044.827.970

48,02

Penyediaan Data dan
Penyebaran  Informasi
Pariwisata Provinsi,
Baik Dalam dan Luar
Negeri

944.600.000

793,481,140

84.00

IV

PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALUI PEMANFAATAN
DAN PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

1.000.000.000

744.838.533

74,48

Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kota Kreatif

1.000.000.000

744.838.533

74,48

Layanan Penyediaan

Sarana

500.000.000

484.854.895

97
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dan Prasarana Kota
Kreatif
Perluasan Pasar Produk 500.000.000 345.411.038| 69
Kreatif
Baik di Pasar Ekspor
Maupun
Pasar Domestik
PROGRAM 1.895.000.000 72,23

PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

1.342.841.206

Pelaks.anaan Peningk?.tan 1.895.000.000 1.342.841.206
Kapasitas SDM Pariwisata
dan Ekraf tingkat lanjutan

72,23

Pengembangan 500.000.000 460.943.424| 92.19
Kompetensi SDM
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Lanjutan
Peningkatan Peran serta
Masyarakat dalam
Pengembangan 900,000,000 808,140,995/ 90.00
Kemitraan
Pariwisata
Fasilitasi Pengembangan 459.000.000 209.226.874| 45,58
Kompetensi Sumber
Daya Manusia Ekonomi
Kreatif

Ket*) laporan realisasi anggaran didapat dari laporan prosiding masing —
masing kegiatan
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a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 15.839.969.000 hanya
terealisasi sebesar 97,72% sebesar Rp. 15.479.659.425,- capaian ini
disebabkan adanya sisa anggaran pada Tambahan Penghasilan Beban
Kerja dan Kondisi Kerja dan tunjungan jabatan yang tidak dapat terserap
optimal hal ini disebabkan adanya punishment (atas kedisiplinan dan
capaian kinerja) serta hasil beban kinerja (pejabat pembuat komitmen)
yang sebagiannya belum dapat dipertanggungjawabkan sehingga

mempengaruhi terhadap penyerapan anggaran yang tidak maksimal.
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b. Belanja Langsung (BL)

Dari target realisasi anggaran sebesar 39.848.018.000,- yang
terealisasi hanya Rp 19.184.865.201,- atau sekitar 48,15%. Hal ini
disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang realisasinya masih dalam
proses (keterlambatan pekerjaan) serta adanya belanja yang tidak terserap
diakibatkan oleh beberapa permasalahan. Keterangannya kami sampaikan

sebagai berikut :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen
pada kode rekening Belanja 5.1.02.02.01.0003 (honorarium
narasumber) terdapat efisiensi pembayaran honorarium sebesar Rp.

500.000,-

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada kode rekening Belanja
5.1.02.02.01.0003 (makan dan minuman rapat) tidak terserap secara
optimal sehingga menyisakan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.
5.000.000,-

c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada kode rekening ;

a. 5.1.02.04.01.0024 (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor ATK)
tidak terserap sebesar Rp. 9.373.335,-

b. 5.1.02.04.01.0003 (belanja perjalanan dinas dalam kota) tidak
terserap sebesar Rp. 34.957.500,-

c. 5.1.02.04.01.0003 (belanja makan dan minum rapat) tidak terserap
sebesar Rp. 1.000.000,-

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak terserap
optimal dikarenakan adanya keterlambatan penerbitan SK kenaikan
golongan dan pangkat sehingga pengajuan penyesuaian kenaikannya

tidak dapat diserap pada tahun berkenaan.
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b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tidak
terserap optimal dikarenakan pada belanja pegawai untuk tambahan
penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
mengalami pengurangan jumlah PPK, selain itu besaran honor

pembayaran PPK berdasarakan aturan dan ketentuan yang berlaku

hanya dapat dibayarkan sebesar 75 % dari pagu anggaran.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 1 Sub Kegiatan
yaitu Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
terserap hanya sebesar Rp. 8.290.000,-. Hal ini disebabkan besaran
biaya Diklat ditentukan oleh ANRI sebagai Lembaga penyelenggara

Diklat.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tidak terserap sejumlah

Rp. 306.420.263,-. Hal ini disebabkan :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor penyerapan anggaran di sesuaikan dengan
kebutuhan.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
terdapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat penyerapan
anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan.

Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
penyerapan anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

penyerapan anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan kantor.

. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu penyerapan anggaran di

sesuaikan dengan kebutuhan.
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD penyerapan di sesuaikan dengan kebutuhan.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

40

6.

7.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dari 4 sub kegiatan sudah dilaksanakan dan terdapat efesiensi
kontrak sebesar Rp. 144.028.650,-, efisiensi terbesar dari sub kegiatan
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dikarenakan
menyesuaikan dengan harga kendaraan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari 2 sub
kegiatan dilaksanakan karena sifatnya rutin dan terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 82.208.917,-

Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjangUrusanPemerintahan
Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dari 4 Sub Kegiatan terdapat sisa anggaran Rp. 117.079.965,-
hal ini di sebabkan penggunaan atau penyerapan anggaran di

sesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan.

8. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

a. Belanja 3.26.02.1.01.01.5.1.02.01.01 (Perlengkapan Peserta) tidak
diserap sebesar Rp. 2,165,000,-

b. Belanja 3.26.02.1.01.01.5.1.02.01.01.0052 (belanja makan minum
rapat) tidak terserap sebesar Rp. 200.000,-

c. Belanja 3.26.02.1.01.01.5.1.02.02.01.0003 (Honorarium Narasumber
atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara) tidak terserap sebesar

Rp. 2.900.000

Tidak Optimalnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan tersebut
disebabkan karena kegiatan dilaksnakan sesuai prokes dengan jumlah
peserta dan narasumber yang menyesuaikan dengan kapasitas ruang
rapat, meminimalisir kontak fisik dengan tidak memberikan

perlengkapan peserta berupa map plastik, ballpoint dan block note.
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9.

10.

11.

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 13.229.075.000,- yang

terealisasi Rp, 11.819.659.550,- atau sekitar 89,35 %. Hal ini

disebabkan adanya efisiensi kontraktual.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis

Pariwisata Provinsi

Masih belum masimalnya Capaian Kinerja input (anggaran)

dikarenakan :

1. Pilihan harga barang / sewa yang ada di SIPD terlalu tinggi
dibandingkan dengan harga real di lapangan sehingga adanya
selisih anggaran sebagai silva

2. Para pelaku / Narasumber kegiatan tidak memanfaatkan fasilitas
yang disediakan sehingga anggaran tidak diserap (missal sewa hotel)

3. Honorarium Narasumber PNS yang hanya 50%, sehingga adanya
selisih anggaran Narasumber yang menjadi Silva

4. Penyerapan transportasi dalam perjalanan Dinas belum maksimal
atau sesuai kebutuhan, sehingga adanya sisa biaya transportasi
yang sudah dialokasikan sebagai pagu
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah

Kabupaten/ Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

a. Pada sub kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha

Pariwisata terdapat beberapa penyerapan belanja yang tidak

optimal diantaranya :

1. Penyerapan transportasi dalam perjalanan Dinas belum dapat
diserap maksimal mengingat terbatasnya waktu untuk
melaksanakan kegiatan koordinasi ke Kab/Kota

2. Penyerapan uang saku bagi peserta yang tidak optimal disebabkan
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid (online dan offline)
sehingga peserta online tidak mendapatkan uang saku.

b. Pada sub kegiatan pembinaan dan pengawasan Dari target
realisasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- yang terealisasi hanya
Rp 317,354,440,- atau sekitar 63,47 %. Hal ini disebabkan adanya
beberapa kode rekening belanja tidak dapat terserap yang disebabkan
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12.

13.

adanya pengulangan SPPD berikut belanja penginapan yang tidak

tidak diperlukan karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dan

pertemuan yang dapat disatukan dalam satu kegiatan. Berikut

belanja yang tidak terserap :

1. Belanja 5.1.02.01.01.0052 (makan minum rapat) tidak terserap
sebesar Rp. 23.760.000,-

2. Belanja 5.1.02.02.01.0005 (honorarium narasumber) tidak terserap
sebesar Rp. 6.500.000,-

3. Belanja 5.1.02.04.01.0004 (belanja perjalanan dinas paket meeting
dalam kota) tidak terserap sebesar Rp. 122.074.000,

4. Belanja 5.1.02.04.01.0005 (belanja perjalanan dinas paket meeting

luar kota) tidak terserap sebesar Rp. 22.644.000,
. Belanja  5.1.02.01.01.0024 (belanja alat/bahan untuk kegiatan

ul

kantor-alat tulis kantor) tidak terserap sebesar Rp. 3.207.560

6. Belanja 5.1.02.01.01.0039 (Belanja  Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat) tidak terserap sebesar Rp. 960.000

7. Belanja 5.1.02.02.04.0036 (Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Penumpang) tidak terserap sebesar Rp. 500.000

8. Belanja 5.1.02.02.04.0049 (Belanja Sewa Alat Angkutan Apung
Bermotor Untuk Penumpang) tidak terserap sebesar Rp.
3.000.000

Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media

Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Dari target realisasi anggaran terdapat salah satu pekerjaaan berupa

sewa ruang untuk Tourism Information Centre (TIC) di bandara yang

tidak dapat dilaksanakan hal ini disebabkan pihak Dinas

menginginkan adanya kerjasama (MOU) dengan pengelola di kawasan

tersebut dan saat ini sedang dilakukan penjajakan.

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar

Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi

Pada beberapa partisipasi event ada beberapa item yang tidak

terserap, contohnya pada kode rekening sewa stand tidak dikenakan
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sewa stand oleh penyelenggara tetapi untuk dekorasi nya tetap ada

serapan.

14. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi

Baik Dalam dan Luar Negeri

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata

Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri dari target realisasi anggaran

sebesar Rp. 944.600.000,- yang terealisasi hanya Rp 793.481.140,-

atau sekitar 84,00%. Hal ini disebabkan adanya beberapa kode

rekening belanja pada sub kegiatan dalam pekerjaan yang tidak
dapat terserap optimal, adalah sebagai berikut ;

a. Pelaksanaan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi
Pariwisata Daerah (SIMPARDA) tidak terserap optimal pada kode
rekening sebagai berikut :

» Belanja 5.1.02.02.01.0008 (Honorarium Tim Penyusunan
Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan
Pengelola Website) tidak terserap sebesar Rp. 25.000.000,-

» Belanja 5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)
tidak terserap sebesar Rp. 46.000.000,-

» Belanja  5.1.02.02.09.0003  (Belanja Jasa  Konsultansi
Berorientasi Bidang-Telematika) tidak terserap sebesar Rp.
45.776.172,-

» Belanja 5.1.02.04.01.0003 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota) tidak terserap sebesar Rp. 11.489.500,-

b. Pelaksanaan Penyusunan PDRB Pariwisata (efisiensi kontrak)

c. Pelaksanaan Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah
(NESPARDA) Pariwisata (efisiensi kontrak)

d. Pelaksanaan Penyusunan Survey Indek Kepuasan Masyarakat
Pariwisata (efisiensi kontrak)

e. Pelaksanaan Penyusunan Identifikasi Segmen Pasar Pariwisata
Pariwisata (efisiensi kontrak)

15. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
Pada penyerapan anggaran terdapat beberapa kegiatan yang tidak

diserap pada sub kegiatan Layanan Penyediaan Sarana dan
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Prasarana Kota Kreatif sebesar Rp. 15.145.105,- (lima belas juta
seratus empat puluh lima ribu seratus lima rupiah) kode rekening
Belanja Makan dan Minum Rapat sedangkan pada sub kegiatan
Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar
Domestik diantaranya Perjalan Dinas Dalam dan Luar Daerah dan
Fasilitasi Pameran Produk Kreatif Dalam dan Luar Daerah sebesar
Rp. 154.588.962,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus
delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah)
dikarenakan tidak adanya surat permohonan fasilitasi maupun

proposal yang masuk sampai batas waktu pelaksanaan kegiatan

16. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

17.

18.

Tingkat Lanjutan

Untuk kegiatan ini tidak terdapat kendala dalam penyerapan
anggaran dengan prosentase penyerapan sebesar 92.32% yang ada
hanya efisiensi kontrak

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Pada sub kegiatan ini terdapat kendala dalam penyerapan anggaran

diantaranya ;

a. Adanya Uang Honor Narasumber Ess II dan Ess III yang tidak
bisa diserap secara penuh

b. adanya uang perjalanan dinas dalam kota yang tidak terserap

c. Sewa kendaraan roda empat tidak dapat di ajukan ke bendahara

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif

1. Honor esselon II dibayarkan 50% sesuai dengan peraturan
2. Uang pengganti transport peserta dibayarkan sesuai dengan

lokasi asal peserta dan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan
3. Ada efesiensi nilai kontrak melalui Bela Pengadaan.
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b. Realisasi Kinerja (Output Kegiatan)

PROGRAM DAN
KEGIATAN

RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR % TOLOK UKUR DAN %
DAN TARGET TARGET OUTPUT
OUTPUT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 100 100
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Administrasi 100 100
Keuangan
Perangkat
Daerah
Tersedianya Gaji| 100 | Tersedianya Gaji dan | 100
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Dinas
Dinas Pariwisata Pariwisata Provinsi
Provinsi Banten 12 Banten 12 bulan
bulan
Tersedianya 100 | Tersedianya 100
Administrasi Administrasi
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN
ASN 12 bulan 12 bulan
Tersediannya 100 | Tersediannya Dokumen | 100
Dokumen pengujian /Verifikasi
pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4
Keuangan SKPD 4 dokumen
dokumen
Tersusunnya 100 | Tersusunnya laporan | 100
laporan Dokumen Dokumen Rekonsiliasi
Rekonsiliasi Akuntansi 3 dokumen
Akuntansi 3
dokumen
Tersusunnya 100 | Tersusunnya Laporan| 100
Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun
Akhir Tahun 2022 1 2022 1 dokumen
dokumen
Tersusunnya 100 | Tersusunnya Dokumen | 100
Dokumen TLHP TLHP semester I dan
semester I dan TLHP TLHP Semester II 2
Semester I 2 dokumen
dokumen
Tersusunnya 100 | Tersusunnya Dokumen | 100
Dokumen Rekon Rekon PPTK, Dokumen
PPTK, Dokumen Laporan Semester I,
Laporan Semester I, Dokumen Laporan
Dokumen Laporan Pajak (PPN,PPh22 dan
Pajak (PPN,PPh22 PPH 23), Dokumen
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dan PPH 23), Laporan SPP,SPM,SP2D
Dokumen Laporan dan Laporan
SPP,SPM,SP2D dan Rekonsiliasi Keuangan
Laporan Rekonsiliasi 5 dokumen
Keuangan 5
dokumen
Tersusunnya 100 | Tersusunnya Dokumen | 100
Dokumen laporan laporan Buku Pajak,
Buku Pajak, Laporan Realisasi Dana
Laporan Realisasi Trasfer, Laporan
Dana Trasfer, Realisasi Semester dan
Laporan Realisasi Prognosis dan Laporan
Semester dan Pajak Tahunan 2
Prognosis dan dokumen
Laporan Pajak
Tahunan 2 dokumen

Perencanaan, 100 100

Penganggaran

dan Evaluasi

Kinerja

Perangkat

Daerah
Penyusunan 100 | Tersusunnya 3 (tiga)| 100
Dokumen Dokumen Rencana
Perencanaan Kerja Dinas Pariwisata
Perangkat Daerah 3 Provinsi Banten Tahun
(tiga) Dokumen Anggaran 2023
Koordinasi dan| 100 | Tersusunnya 1 (satu)| 100
Penyusunan Dokumen RKA Dinas
Dokumen RKA- Pariwisata Provinsi
SKPD 1 (satu) Banten Tahun Anggaran
Dokumen 2023
Koordinasi dan| 100 | Tersusunnya 1 (satu)| 100
Penyusunan Dokumen dokumen
Dokumen RKA Perubahan Dinas
Perubahan RKA- Pariwisata Provinsi
SKPD 1 (satu) Banten Tahun Anggaran
Dokumen Perubahan 2022
Koordinasi dan| 100 | Tersusunnya 1 (satu)| 100
Penyusunan Dokumen DPA Dinas
Dokumen DPA- Pariwisata Provinsi
SKPD 1 (satu) Banten Tahun Anggaran
Dokumen 2023
Koordinasi dan| 100 | Tersusunnya 1 (satu)| 100
Penyusunan Dokumen DPA
Dokumen Perubahan Dinas
Perubahan DPA- Pariwisata Provinsi
SKPD 1 (satu) Banten Tahun Anggaran
Dokumen 2022
Koordinasi dan| 100 | Tersusunnya 1 (satu)| 100
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Penyusunan Dokumen Capaian
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Realisasi Kinerja meliputi ; laporan
SKPD 1 (satu) Bulanan, laporan
Dokumen Triwulanan dan laporan
Semesteran Dinas
Pariwisata Provinsi
Banten Tahun Anggaran
2022
100 | Tersusunnya Dokumen | 100
Tahunan Dinas
Pariwisata Provinsi
Banten Tahun Anggaran
Evaluasi Kinerja 205}2{11;empa ’
Perangkat Daerah 3 a-
(empat) Dokumen b. LPPD
c. LKPj
d. Laporan Monitoring
dan Evaluasi capaian
Pembangunan 2022
Administrasi 100 100
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan pegawai
Pendidikan dan berdasarkan tugas dan
Pelatihan Pegawai 100 fungsi sebanyak : 1
Berdasarkan Tugas orang diklat fungsional | 100
dan Fungsi pengangkatan arsiparis
tingkat ahli (PNBP); 1
orang bimbingan
sertifikasi jabatan
fungsional arsiparis
Administrasi 100 100
Umum
Perangkat
Daerah
Penyediaan Tersedianya Komponen
Komponen Instalasi Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 100 | Bangunan : 100
Belanja Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor-
Alat Listrik 1 Kegiatan
Penyediaan 100 Tersedianya  Peralatan 100
Peralatan dan dan Perlengkapan
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Perlengkapan Kantor Kantor ;
Belanja Bahan-Isi
Tabung Pemadam
Kebakaran sebanyak 15
unit

Belanja Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor-
Alat Tulis Kantor 1
Paket

Belanja  Kertas dan
Cover 1 Paket

Belanja Benda Pos 250
Lembar

Belanja Bahan - bahan
computer 1 Paket
Belanja untuk kegiatan
perabot kantor 1 Paket
Belanja Makanan dan
Minuman Jamuan
Tamu 1 Tahun

Belanja Makan dan
Minuman aktivitas
lapangan 12 Bulan

Penyediaan Tersedianya Peralatan
Peralatan Rumah Rumah Tangga :
Tangga Belanja Perabot Kantor
1 Paket
100 | Belanja 100
Suvenir/Cendera Mata
3 Buah Karangan
Bunga
Penyediaan Barang Tersedianya Barang
Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan
Meliputi :

Barang Cetakan 1 Paket
100 | Cetak Stiker Labelisasi| 100
Kendaraan Dinas 8
buah

Cetak Spanduk dan
Fotocopy 1 Tahun

Fasilitasi Kunjungan Terfasilitasinya Jamuan

Tamu Makan dan  Minum
100 | Tamu : 100

Belanja Makanan dan

Minuman Jamuan
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Tamu 1 Tahun

Penyelenggaraan

Terselenggaranya Rapat

Belanja Modal Mebel; 1
buah  Meja  Tempat
Bunga, 2 buah Rak
Surat Kabar/Koran, 2
buah Meja Mimbar, 2
buah Meja Resepsionis
Belanja Modal Meja
Kerja Pejabat; 1 set
Custem Meja Pimpinan
Belanja Modal Kursi
Kerja Pejabat; 1 buah
Kursi Esselon II, 5 buah
Kursi Esselon III

Rapat Koordinasi Koordinasi dan
dan Konsultasi Konsultasi SKPD
SKPD perjalanan dinas yang
diperuntukan bagi
seluruh PNS
dilingkungan Dinas
100 | Pariwisata Provinsi| 100
Banten sebanyak 59
orang dengan
perjalanan dinas di
dalam daerah dan di
luar daerah selama 1
tahun anggaran
Pengadaan 100 100
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan 100 | Terlaksananya 100
Kendaraan Dinas Pengadaan Kendaraan
Operasional atau Dinas Operasional atau
Lapangan Lapangan :
Belanja Modal
Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan 1
Unit Mobil Penumpang
Hi-Ace
Pengadaan Mebel 100 | Terlaksananya 100
Pengadaan Mebel
berupa :
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Belanja Modal Kursi
Tamu di Ruangan
Pejabat; 1 set Sofa
Ruang Kadis, 5 wunit
Sofa Ruang Tamu

Pengadaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

100

Terlaksananya
Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya ;
Terdiri dari :

Belanja
ATKPenggandaan / Foto
Copy 3052 lembar
Belanja Modal Pompa; 1
unit Jet Pump

Belanja Modal Alat
Pendingin AC Sharp 1
PK 6 Unit dan AC Sharp
2 PK 1 Unit dan Kulkas
2 Pintu 1 Unit

Belanja Modal Alat
Rumah Tangga Lainnya
(Home Use) Dispenser
Denpo 4 Unit

Belanja Modal Lemari
dan Arsip Pejabat 2 unit
Lemari Arsip ALBA MF-
10-18, 10 Unit Rak
arsip besi

Belanja Modal Peralatan
Studio Video dan Film
Videotron 1 Set

Belanja Modal Personal
Komputer PC All In One
Dell Inspiron 7 Unit dan
Laptop MacBook Air M1
S Unit

Belanja Modal
Komputer Unit lainnya
Epson Printer L360 5
Unit

Belanja Modal Peralatan
personal Komputer
Scanner 1 Unit

100

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

100

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Berupa Belanja Modal

100
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Bangunan Gudang Aset
Seluas 6.905731 M2

Penyediaan Jasa 100 100
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasal
Komunikasi, Sumber 100 [Komunikasi, Sumber| 100
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
Terdiri dari :
a. Belanja Tagihan
telepon 6 Bulan
b. Belanja Tagihan Listrik
12 Bulan
c. Belanja Langganan
Jurnal/Surat Kabar/M
12 Bulan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa]
Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor
Kantor terdiri dari :
100 a. Belanja Jasa Tenagal 100
Administrasi 13 Bulan
b. Belanja Jasal
Pelayanan Umum 13
Bulan
c. Belanja Jasa Tenagal
Kebersihan 12 Bulan
d. Belanja Jasa Tenaga
Keamanan 13 Bulan
e. Belanja Jasa Tenagal
Sopir 13 Bulan
f. Belanja Jasal
Pengelolaan  sampah
12 Bulan
g. Belanja Jasa Iuran
Jaminan Kesehatan
bagi Non ASN
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang 100 100
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Tersedianya jasal
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biayal
Pemeliharaan dan 100 |Pemeliharaan dan Pajak 100
Pajak Kendaraan Kendaraan Perorangan

Perorangan Dinas

Dinas atau Kendaraan
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atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Dinas Jabatan meliputi ;
Pemeliharaan Service |,
suku cadang dlj
Kendaraan Bermotor
kendaraan dinas Jabatan
roda empat 7 unit
Kendaraan Bermotor
kendaraan dinas Pejabat
Eselon II 1 unt

Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor secara berkala
untuk seluruh kendaraan
dinas (roda empat)
Jabatan 7 Unit

BBM Kendaraan Dinas
Jabatan 7 Unit

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

100

Tersedianya jasa
Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan ;

a. Pemeliharaan Serviece
dan Suku Cadang
Kendaran Operasional
Toilet 1 unit

b. Pemeliharaan Servie

dan Suku Cadang

Kendaraan Dinas roda

dua sebanyak 18 unit

Belanja Pajak

Kendaraan Bermotor

secara berkala untuk

seluruh kendaraan
dinas (roda dua dan
roda empat) S Unit

1. Belanja Pajak
Kendaraan Bermotor
secara berkala untuk
seluruh kendaraan
dinas (roda dua dan

(@]

roda empat) 18 Unit

100
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[

BBM Kendaraan Dinas
Roda 4 kendaraan
Operasional sebanyak
S Unit

f. BBM Kendaraan Dinas
Roda 2 sebanyak 18
Unit

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

100

Terpeliharanya peralatan
Dinas Pariwisata Provinsi
Banten yang terdiri atas
pembelanjaan biayal
pemeliharaan ;

Jasa Pemeliharaan AC
Split 42 Unit selama 1
Tahun

Jasa Pemeliharaan AC
Standing 20 Unit selamal
1 Tahun

Pemeliharaan Proyektor 5
unit selama 1 tahun
Pemeliharaan Komputer /
PC sebanyak 15 unit
selamal tahun

unit selama 1 tahun
Pemeliharaan Printer
sebanyak 15 unit selama
1 tahun

100

Pemeliharaan/Rehabil
itasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

100

Terpeliharanya Saranal
dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya Dinas Pariwisata
Provinsi Banten meliputi ;

Gedung Dinas Pariwisatal
Provinsi Banten terdiri
dari 2 lantai 1 Tahun
Pemeliharaan halaman
Dinas Pariwisata dengan
luas halaman 1 Tahun

100

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWISATA

100

100

Pengelolaan Daya
Tarik Wisata

100

100
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Provinsi

Penetapan Daya Tarik|
Wisata Unggulan|
Provinsi

100

Tersusunnya 3 Penetapan
kajian Daya Tarik Wisata
di lokasi Unggulan
Provinsi berupa ;
1. Dokumen Kajian|
Perencanaan Arsitektur-
Jasa Nasihat dan Pra
Desain Arsitektural
2. Dokumen
Berorientasi
Telematika

3. Dokumen kajian|
Layanan-Jasa Survei

kajian|
Bidang-

100

Pengembangan Daya
Tarik Wisatal
Unggulan Provinsi

100

Terlaksananya
Pengembangan Daya
Tarik Wisata Unggulan
Provinsi sebanyak 18
lokasi yang tersebar di ;
Kab. Lebak; Kab. Lebak;
Kab. Lebak; Kab. Lebak;
Kab. Lebak; Kab.
Pandeglang; Kab.
Pandeglang; Kab. Serang;
Kab. Tangerang; Kab.
Tangerang; Kab.
Tangerang; Kab.
Tangerang; Kab.
Tangerang; Kota
Tangerang; Kota Serang;
Kota Tangerang Selatan;
Kota Tangerang Selatan
Berupa penyediaan
sarana atraksi di
destinasi wisata

100

Pengelolaan
Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi

100

100

Perencanaan Kawasan
Strategis  Pariwisata
Provinsi (2 Dokumen)

100

Tersusunnya 2 dokumen

Perencanaan Kawasan

Strategis Pariwisata

Provinsi Provinsi yang

terdiri dari :

1. Jasa Konsultansi
Penyusunan Detailed
Engineering Design

Penataan Destinasi
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Wisata Kawasan
Cilograng, Kab. Lebak
2. Jasa Konsultansi
Penyusunan
Masterplan Penataan
Destinasi Wisata Situ
Cikoncang, Kab.

Lebak/ Kab.

Pandeglang
Pengembangan 100 [Terlaksananya 100
Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan
Pariwisata Provinsi Strategis Pariwisata

Provinsi sebanyak 18
lokasi yang tersebar di ;

1.Penataan Destinasi
Desa Cibareno (Selfie
Deck, Toilet Desa,
Glamor Camping,
Landscape, Gazebo)
2.Penataan Destinasi
Desa Cirendeu (Selfie
Deck, Gazebo
Kuliner,Pedestrian)

3. Penataan Destinasi
Desa Cikatomas (Selfie
Deck, Toilet Wisata,
Gazebo Kuliner, Jalur
Pedestrian)

4. Penataan Destinasi
Desa Girimukti (Jalur

Pedestrian, Toilet,
Landscape)

5. Penataan Destinasi
Desa Gunungbatu
(Gazebo)

6. Penataan Destinasi
Sawarna (Pedestrian,
Menara Pandang)

7. Penataan Destinasi
Desa Hegarmanah
(Landmark, Glamor
Camping)

8. Penataan Destinasi
Situ Cikoncang
(Gazebo, Landmark,
Pedestrian, Toilet)

9. Penataan Destinasi

Kelapa Warna (Toilet
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Pantai, Gazebo
Kuliner)
10. Penataan Destinasi
Curahem (Landscape,

Pedestrian Curahem)

11. Penataan Destinasi
Pulau Tunda (Jalur
Pedestrian, Landmark,
Gazebo, Toilet)

12. Penataan Destinasi
Desa Pagedangan Ilir
(Gazebo Kuliner, Jalur
Pedestrian & Parkir,

Landscape)
1 unit Gazebo Kuliner
Desa Sumber Jaya,
Kec. Sumur, Kab.
Pandeglang
1 wunit Toilet Desa

Ciladaeun, Kec. Lebak
Gedong, Kab. Lebak

1 unit Gazebo
(Tourism Crisis Center)
KSPP Carita, Kab.
Pandeglang
1 unit Gazebo Kuliner

Desa Citeureup, Kec.
Panimbang, Kab.
Pandeglang

Kano Desa
Cikamunding, Kab.
Lebak

1 unit Landscape Desa
Ciboleger, Kab. Lebak

Potensi Ekonomi Lokal
pada 35 lokasi (1.400
orang) serta
Terlaksananya

Pembangunan Embrio

Homestay Desa Wisatdl

Pemberdayaan 100 100

Masyarakat

Destinasi

Pariwisata
Pemberdayaan 100 [Terlaksananya 100
Masyarakat dalam pemantauan Siaga Wisata
Pengelolaan Kawasan| pada 6 lokasi wisata tirta
Strategis  Pariwisatal terbuka dan
Provinsi Pendampingan Penguatan
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pada 6 lokasi (13 unit)

Penetapan Tanda 100 100
Daftar Usaha
Pariwisata Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Pembinaan dan| 100 | Terlaksananya S (lima)| 100
Pengawasan Usaha Kegiatan Pembinaan
Pariwisata dan Pengawasan Usaha
Pariwisata sebagai
berikut :
1. Pembinaan dan
Pengawasan Usaha
Pariwisata “
Advokasi Wisata
Religi/Ziarah di
Provinsi Banten”
Undangan Dinas
Pariwisata kab/Kota
Pelaku dan
Pengelola Wisata
Religi/Ziarah Lokasi
Dinas Pariwisata
Provinsi Banten Jl.
Syech Nawawi
Albantani Kota
Serang Jumlah

Peserta 50 Tanggal
19 April 2022

2. Pembinaan dan
Pengawasan Usaha
Pariwisata “
Advokasi
Pemberantasan
Narkoba dan
Edukasi HIV Pada
Usaha Jasa
Penyelenggaraan
Hiburan dan
Rekreasi” Undangan
Dinas Pariwisata
Kab/Kota, Pelaku
dan Pengelola
Wisata Hiburan dan
Rekreasi Lokasi
Dinas Pariwisata
Provinsi Banten Jl.
Syech Nawawi
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Albantani Kota
Serang Jumlah
Peserta 50 Tanggal
26 April 2022
Pembinaan dan
Pengawasan Usaha
Pariwisata “
Advokasi
Penghargaan Usaha
Pariwisata “
Undangan Dinas
Pariwisata
Kab/Kota, Pelaku
dan Pengelola Usaha
Pariwisata Hotel,
Rumah Makan,
Homestay, Taman
Rekreasi serta
Sanggar Seni Lokasi
Dinas Pariwisata
Provinsi Banten Jl.
Syech Nawawi
Albantani Kota
Serang Jumlah
Peserta 50 Tanggal
24 Mei 2022
Pembinaan dan
Pengawasan Usaha
Pariwisata “

Pembuatan Pola
Perjalanan  Wisata
Provinsi Banten”
Undangan Dinas
Pariwisata

Kab/Kota, Pelaku
dan Pengelola Usaha
Pariwisata serta
Asosisasi Pariwisata
(ASITA, ASPPI, HPI
dan PHRI) Lokasi

Dinas Pariwisata
Provinsi Banten Jl.
Syech Nawawi
Albantani Kota
Serang, Museum
Negeri Provinsi
Banten Kota Serang,
Pesantren Syech

Nawawi Al Bantani
Tanara Kabupaten
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Serang, Hotel Royal
Krakatau Kota
Cilegon, Hotel Aston
Anyer Kabupaten
Serang, Wisata
Waruwangi
Kabupaten Serang.
Jumlah Peserta 30
Tanggal Juni
2022

5 Penghargaan Usaha
Pariwisata Usaha
Pariwisata “
Pelaksanaan
Kegiatan Penilaian
Penghargaan Usaha
Pariwisata” Peserta
yang Dinilai Hotel,

Rumah Makan,
Homestay, Taman
Rekreasi dan

Sanggar Seni Lokasi
8 kab/Kota Jumlah
Peserta 5 Homestay
kegiatan
penghargaan
dilaksanakan pada
Tanggal 22 s/d 25
Juli 2022 Tanggal
22 Ke Homestay
Opak Dangdeur

Kampung Wisata
Kranggan Kota
Tangerang Selatan.
Dilanjutkan

langsung menuju
Homestay Lembah
Barokah di Desa
Wisata Lewidamar
Kabupaten Lebak.
Tanggal 23 Juli ke
Homestay ASSE
yang berada di Desa
Wisata Tanjung
Jaya Kecamatan
Panimbang

Kabupaten

Pandeglang. Tanggal
24 Juli ke Homestay
Tambang Ayam
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Desa Wisata
Tambang Ayam
Kecamatan  Anyer
Kabupaten Serang.
Tanggal 25 Juli ke

Homestay Galih
Sejahtera Kampung
Wisata Sukadiri
Kecamatan

Kasemen Kota
Serang.

Penghargaan Usaha
Pariwisata Usaha
Pariwisata “
Pelaksanaan

Kegiatan Penilaian
Penghargaan Usaha
Pariwisata” Peserta
yang Dinilai Hotel,

Rumah Makan,
Homestay, Taman
Rekreasi dan

Sanggar Seni Lokasi
8 kab/Kota Jumlah
Peserta 8 Hotel dan
8 Rumah Makan
kegiatan
penghargaan
dilaksanakan pada
Tanggal 07, 10, 11,
12, 13, 14, 20 dan
21 Agustus 2022
Tanggal 07 Agustus
ke Hotel Mercure
dan Rumah Makan
Pangeran Kota
Tangerang Selatan.
Tanggal 10 Agustus
Hotel Episode dan

Rumah Makan
Santap Kayu
Kabupaten

Tangerang. Tanggal
11 Agustus Hotel
Anara Airport dan
Rumah Makan
Pecak Mpok Minun
Kota Tangerang.
Tanggal 12 Agustus
Hotel Royal
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Krakatau dan
Rumah Makan
Tajuk Kota Cilegon.
Tanggal 13 Agustus
Hotel Aston Anyer
dan Rumah Makan
Bebek Palka
Kabupaten Serang.
Tanggal 14 Agustus
Hotel Mutiara Carita
dan Rumah Makan
Saba’in Kabupaten
Pandeglang. Tanggal
20 Agustus Hotel
Horison Rahaya dan
Rumah Makan Bu
Entoy Kabupaten
Lebak. Tanggal 21
Agustus Hotel
Horison Ratu dan
Rumah Makan Hj.
Tati Kota Serang.
Penghargaan Usaha
Pariwisata Usaha
Pariwisata “
Pelaksanaan

Kegiatan Penilaian
Penghargaan Usaha
Pariwisata” Peserta
yang Dinilai Hotel,

Rumah Makan,
Homestay, Taman
Rekreasi dan

Sanggar Seni Lokasi
8 kab/Kota Jumlah
Peserta 8 Taman
Rekreasi  kegiatan
penghargaan

dilaksanakan pada
Tanggal 01 s/d 07
September 2022.

Tanggal 01
September Menilai
Taman Rekreasi
Scientia Square

Park Kabupaten
Tangerang. Tanggal

02 September
Menilai Taman
Rekreasi Danau
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Klpataru Kota
Tangerang. Tanggal
03 September
Menilai Taman
Rekreasi Ocean
park Kota
Tangerang Selatan.
Tanggal 04
September Menilai
Taman Rekreasi
Mahoni Bangun
Sentosa Kota

Serang. Tanggal 05
September Menilai
Taman Rekreasi
Istana Taman Cadas
Kabupaten Serang.
Tanggal 06
September Menilai
Taman Rekreasi DM
Tirta Persada
Kabupaten
Pandeglang. Tanggal
07 September
Menilai Taman
Rekreasi Cendana
Ranggawulung
Kabupaten Lebak.
Penghargaan Usaha
Pariwisata Usaha
Pariwisata “
Pelaksanaan
Kegiatan Penilaian
Penghargaan Usaha
Pariwisata” Peserta
yang Dinilai Hotel,

Rumah Makan,
Homestay, Taman
Rekreasi dan

Sanggar Seni Lokasi
8 kab/Kota Jumlah
Peserta 8 Sanggar
Seni kegiatan
penghargaan

dilaksanakan pada
Tanggal 12 s/d 19
September 2022.
Tanggal 12
September Menilai
Sanggar Seni Raksa
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Budaya Kota
Serang. Tanggal 13
September Menilai
Sanggar Seni Yudha
Asri Kabupaten
Serang. Tanggal 14
September Menilai
Sanggar Seni
Ciwasiat Kabupaten
Pandeglang. Tanggal

15 September
Menilai Sanggar
Seni Puspo Budoyo
Kota tangerang

Seltan. Tanggal 16
September Meniali
Sanggar Seni
Escoda Management
Kota Tangerang.
Tanggal 17
September Menilai
Sanggar Seni Karina
Kabupaten
Tangerang. Tanggal
18 September
Menilai Sanggar
Seni Duta Seni KS
Kota Cilegon.

Fasilitasi Standarisasi 100 [1. Terselenggaranya 100
Industri dan Usahal Kegiatan Advokasi
Pariwisata Perizinan Usaha Jasa
Pariwisata Tentang
OSS- RBA

2. Terselenggaranya
Kegiatan Advokasi
Perizinan Usaha Jasa
Pariwisata 2 Tentang
Fasilitasi Standarisasi
HAKI

3. Terselenggaranya
Kegiatan Advokasi
Perizinan Usaha Jasa
Pariwisata 3 Tentang
Fasilitasi Standarisasi
Review HAKI

4. Terselenggaranya
Kegiatan Advokasi
Perizinan Usaha Jasa
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Pariwisata 4 Tentang
Sertifikasi Halal

S. Terselenggaranya
Kegiatan Advokasi
Perizinan Usaha Jasa
Pariwisata 4 Tentang
Hotel Berdasarkan
Bintang

6. . Terselenggaranya
Kegiatan Advokasi
Perizinan Usaha Jasa
Pariwisata 4 Tentang
Taman Rekreasi dan
Cafe

7. Terselenggaranya
Kegiatan Advokasi
Perizinan Usaha Jasa
Pariwisata 4 Tentang
Restoran dan Rumah

Makan
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 100 100
Penguatan 100 100
Promosi Melalui
Media Cetak,
Elektronik, dan
Media Lainnya
Baik dalam dan
Luar Negeri
Penguatan Promosi 100 [Terlaksananya Penguatan| 100
Melalui Media Cetak, Promosi Melalui Media
Elektronik, dan Media Cetak, Elektronik, dan
Lainnya Media Lainnya
Baik Dalam dan Luar Baik Dalam dan Luar
Negeri Negeri sebanyak 12

Kegiatan yang terdiri dari

1. Pengadaan Materi
Promosi Pariwisata,
Cinderamata Khas
Banten dan Oleh-oleh
Khas Daerah

2. Cetak Visual Billboard
dan Bus Branding,
Publikasi pada Media
Cetak dan
Videotron/LED

3. Sewa Lahan Billboard,
Sewa Booth TIC, Sewa
Bus Branding, Sewa
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Billboard dan Sewa
LED & Digital Board

4. Event Pawai Ta'aruf
MTQ Nasional Tahun
2022

Fasilitasi
Kegiatan
Pemasaran
Pariwisata
dalam dan
Negeri
Industri
Pariwisata
Provinsi

Baik
Luar
Bagi

100

100

Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran Pariwisata
Baik dalam dan Luar
Negeri Bagi Industri
Pariwisata Provinsi

100

Terlaksananya fasilitasi
pemasaran pariwisata
yvang terdiri dari :
1.Gebyar Wisata
Nusantara

100

2. Exciting Banten
Festival
3. Cilograng Festival
Festival Tanjung
Lesung
4. Familiar Trip Kota
Tangerang
5. Familiar Trip
Kabupaten
Pandeglang
6. Familiar Trip
Kabupaten Lebak
7. Familiar Trip Explore
Kabupaten Tangerang
8. Familiar Trip
Kabupaten Tangerang
Gemilang
9. Familiar Trip
Gorgeous Tangerang
Selatan
10. Pelaksanaan Kegiatan
Gathering Business
11. Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Digital Kanal
Online
12. Pelaksanaan Podcast
13. Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Digital Online
Campaign Specialis
14. Pelaksanaan Media
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Cetak Lokal

15. Pelaksanaan Media
Cetak Nasional

16. Pelaksanaan Media
Online Nasional

Penyediaan Data 100 100
dan Penyebaran
Informasi
Pariwisata
Provinsi, Baik
dalam dan Luar
Negeri
Penyediaan Data dan | 100 |Tersedianya Data dan 100
Penyebaran Informasi Penyebaran Informasi
Pariwisata Provinsi, Pariwisata
Baik Dalam dan Luar Provinsi, Baik dalam dan
Negeri Luar Negeri 5 (lima)
Dokumen
Pengembangan Sistem| 100 |Terlaksananya sistem 100
Informasi Manajemen manajemen Informasi
Pariwisata Daerah Pariwisata Daerah /
(SIMPARDA) SIMPARDA sesuai
standar dan ramah
pengguna 1 (satu)
Dokumen
Penyusunan PDRB 100 [Tersusunnya Penyusunan| 100
Pariwisata PDRB Pariwisata yang
aktual 1 (satu) Dokumen
Penyusunan Neraca 100 [Tersusunnya Penyusunan| 100
Satelit Pariwisata Neraca Satelit Pariwisata
Daerah Daerah yang aktual 1
(satu) Dokumen
Penyusunan Survey 100 [Tersusunnya Penyusunan| 100
Indek Kepuasan Survey Indek Kepuasan
Masyarakat Masyarakat yang aktual 1
(satu) Dokumen
[dentifikasi Segmen 100 [Tersusunnya Identifikasi 100
Pasar Pariwisata Segmen Pasar Pariwisata
yvang aktual 1 (satu)
Dokumen
Penyediaan Data dan | 100 |Tersedianya Data dan 100

Penyebaran Informasi
Pariwisata Provinsi,
Baik Dalam dan Luar
Negeri

Penyebaran Informasi
Pariwisata

Provinsi, Baik dalam dan
Luar Negeri 5 (lima)
Dokumen
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Kompetensi dan
Sertifikasi Chef
Homestay (50 orang)

Peningkatan Kompetensi
dan Sertifikasi Chef
Homestay / juru masak
yang diselenggarakan di
Asoka Resort Banten Kab
Pandeglang pada tanggal

23 Mei 2022 sebanyak 50

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI 100 100
KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
Penyediaan 100 100
Sarana dan
Prasarana Kota
Kreatifl
Layanan Penyediaan | 100 [Terlaksananya Kegiatan 100
Sarana dan Prasarana Layanan Penyediaan
Kota Kreatif Sarana dan Prasarana
Kota Kreatif sebanyak 5
(lima) Kegiatan
Perluasan Pasar 100 100
Produk Kreatif
Baik di Pasar
Ekspor Maupun
Pasar Domestik
Perluasan Pasar 100 [Terlaksananya 14 100
Produk Kreatif Baik di Kegiatan Perluasan Pasar
Pasar Ekspor Maupun Produk Kreatif Baik di
Pasar Domestik Pasar Ekspor Maupun
Pasar Domestik
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 100 100
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
Pengembangan 100 100
Kompetensi SDM
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Lanjutan
Peningkatan 100 [Terlaksananya 100
Kompetensi Peningkatan Kompetensi
Housekeeping Housekeeping Homestay
Homestay yvang diselenggarakan di
ruang rapat Dinas
Pemuda dan Olah Raga
Provinsi Banten pada
tanggal 21 April 2022
sebanyak 50 orang peserta
Peningkatan 100 [Terlaksananya 100
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orang peserta

Peningkatan
Kompetensi dan
Sertifikasi Kuliner
Pembuat Sale Pisang

100

Terlaksananya
Peningkatan Kompetensi
dan Sertifikasi Kuliner
Pembuat Sale Pisang
yang diselenggarakan di
Aula Penginapan Little
Hula - hula Sawarba
Kab lebak pada tanggal
21 Juni 2022 sebanyak
50 orang peserta

100

Peningkatan
Kompetensi
Housekeeping
Homestay (Hotel
Bintang 2)

100

Terlaksananya
Peningkatan Kompetensi
Housekeeping (Hotel
Bintang 2) yang
diselenggarakan di Aula
ruang rapat Dinas
Pariwisata Provinsi
Banten pada tanggal 10
Agustus 2022 sebanyak
50 orang peserta

100

Peningkatan
Kompetensi dan
Sertifikasi Pemandu
Wisata Outbound

100

Terlaksananya
Peningkatan Kompetensi
dan Sertifikasi Pemandu
Wisata Outbound yang
diselenggarakan di
Lubana Sengkol Kota
Tangerang Selatan pada
tanggal 14 September
2022 sebanyak 50 orang
peserta

100

Peningkatan
Kompetensi dan
Sertifikasi Barista

100

Terlaksananya
Peningkatan
Peningkatan Kompetensi
dan Sertifikasi Barista
yang diselenggarakan di
Taman Kopi Drangong
Taktakan Kota Serang
pada tanggal 19
September 2022
sebanyak 50 orang
peserta

100

Peningkatan
Peran serta
Masyarakat
dalam
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata

100

100
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Peningkatan 100 | Terlaksananya . 100
Kk : . Peningkatan kapasitas 8
apasitas 8 mitra . o .
A . o mitra pariwisata di
pariwisata di Provinsi Provinsi
Banten rovinsi Banten kepada
250 Orang
100 | Terlaksananya Gelar 100
Gelar Karya Kang Karya Kang Nong Banten
Nong Banten dengan melibatkan
sebanyak 250 Orang
100 | Terlaksananya 100
Pengembangan Duta gen.ge.m bangan Duta
Pariwisata ariwisata Provinsi
Banten kepada 100
Orang
100 | Terlaksananya 100
Pengembangan Saka Pengembangan Saka
Pariwisata Pariwisata kepada 216
Orang
Pelatihan 100 | Terlaksananya Pelatihan 100
keselamatan keselamatan wisatawan
wisatawan di 5 obyek di 5 obyek wisata kepada
wisata 250 Orang
Fasilitasi 100 100
Pengembangan
Kompetensi
Sumber Daya
Manusia Ekonomi
Kreatif
Pengemasan Produk 100 | Pengemasan Produk 100
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif
Berbasis Demand Berbasis Demand Pasar I
Pasar I tgl 20 April 2022 di aula
Dinas Pariwisata
Provinsi Banten
Peningkatan 100 | Peningkatan Kapasitas 100
Kapasitas Manajemen Pelaku Seni
Manajemen Pelaku Pertunjukan tgl 25 April
Seni Pertunjukan 2022 di aula Dinas
Pariwisata Provinsi
Banten
Strategi Pemasaran 100 | Strategi Pemasaran 100
Produk Ekonomi Produk Ekonomi Kreatif
Kreatif Melalui Melalui Digitalisasi I tgl
Digitalisasi I 15 Juni 2022 di aula
Dinas Pariwisata
Provinsi Banten
Pengemasan Produk 100 | Pengemasan Produk 100

Ekonomi Kreatif
Berbasis Demand
Pasar II

Ekonomi Kreatif
Berbasis Demand Pasar
II tgl 13 Juli 2022 di aula
Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi

Banten
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Penguatan Konten 100 | Penguatan Konten 100
Perfilman Berbasis Perfilman Berbasis
Muatan Lokal Muatan Lokal tgl 9

Agustus 2022 di aula

Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi

Banten
Strategi Pemasaran 100 | Strategi Pemasaran 100
Produk Ekonomi Produk Ekonomi Kreatif
Kreatif Melalui Melalui Digitalisasi II tgl
Digitalisasi II 6 september 2022 di

aula Dinas Pariwisata

Provinsi Banten
Pengemasan Produk | 100 | Pengemasan Produk 100

Ekonomi Kreatif
Berbasis Demand
Pasar I

Ekonomi Kreatif
Berbasis Demand Pasar I
tgl 20 April 2022 di aula
Dinas Pariwisata
Provinsi Banten
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2022

c. Capaian Outcome TA. 2022

Realisas Capaian Tingkat Capaian
Target RPIMD Target RPIMD
Program Indikator Kinerja Program Target Provins Méelalui Provins Hasll SKPD Penanggung Bidang Urusan
RPJM D (Outcome) Pelaksanaan Pelak sanaan Jawab
RKPD RKPD Provins
2022 2022 2022
T 2 3 4 5 6 7
Program Penunjang Urusan Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Sekretariat Dinas
Pemerintah Daerah Kinerja Instansi Pemerintah) OPD 85 85 100
Program Pengembangan Ekonomi Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Bidang Pengembangan
Kreatif Melalui Pemanfaatan dan 4,760,761 1.432.633 30,09 Industri Pariwisata dan
Perlindungan Hak Kekayaan Ekonomi Kreatif
Intelektual
Program Pemasaran Produk Jumlah Kunjungan Wisatawan _ . Bidang Pemasaran
Pariwisata 19,105,640 11.974.724 62,68 Dinas Pariwisata Produk Pariwisata
Provins Banten
Rata-Rata Lama Kunjungan
1.60 1.48 92,50

Prosentase Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) 3.09 ? ?
Program Pengembangan Jumlah tenaga kerja yang terlatih di 1.698 1.698 100 Bidang Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pariwisata sektor kepariwisataan dan ekonomi ' Sumberdaya Manusia
dan Ekonomi Kredtif kreatif Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Program Peningkatan Daya Tarik Presentasi Pengembangan Destinasi Bidang Pengembangan
Wisata Provins Wisata 20% 20% 100 Destinasi Pariwisata
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Definisi Operasional Sekretariat dan Kegiatan dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya
aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Pariwisata

NO Sasaran Indikator Definisi Rumus Perhitungan Penanggung Jawab
Sasaran Operasional
Sasara}n Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II
Strategis 1
1. Meningkatnya Capaian SAKIP | Nilai yang Alasan Pemilihan Indikator: Kepala Dinas
Penyelenggaraan (Sistem menunjukkan Penyediaan alat ukur keberhasilan kinerja capaian SAKIP Dinas Pariwisata

Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif,
dan efisien

Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah)
Dinas
Pariwisata
(Satuan : Nilai)

capaian SAKIP
OPD, khususnya
Dinas Pariwisata
Provins Banten

Formulasi Perhitungan:

KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN
1 Perencanaan 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja,
Kinerja Rencana Kerja
2 Pengukuran 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran,
Kinerja Implementasi Pengukuran
3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja,
Peman-faatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk
Laporan Kinerja
4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan
Hasil Evauasi
5 Pencapaian 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan
Kinerja Kinerja Lainnya
TOTAL 100
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Penunjang
Urusarf Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon III
Pemerintah
Daerah
1.1 Meningkatnya Capaian Capaian Alasan Pemilihan Indikator: Sekretaris
Pelayanan kesesuaian kesesuaian Alat ukur keberhasilan capaian penyediaan dokumen data PEP perangkat daerah
Perkantoran dengan dengan Parameter
Parameter penilaian Dok | Formulasi Perhitungan:
penﬂaian perencanaan, Iumlﬂh dok PEP realisasi tahun nxll:ll:l%
dokumen evaluasi dan | Jumlah dok PEP target tahun n
perencanaan, pelaporan
evaluasi dan | perangkat daerah | Dokumen PEP :
pelaporan 1. Dok. Laporan Evaluasi Kinerja
perangkat 2. Dok. Perencanaan Program dan Kegiatan
daerah 3. Dok. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
4. Dok. Monitoring dan Evaluasi
5. Dok. Penyediaan data sektoral
NO Sasaran Indikator Definisi Rumus Perhitungan Penanggung Jawab
Sasaran Operasional
Persentase Capaian Alasan Pemilihan Indikator:
Sarana dukungan sarana | Alat ukur keberhasilan capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran
Prasarana prasarana pada Perangkat Daerah
Perkantoran administrasi
yang perkantoran pada | Formulasi Perhitungan:
mendukung Perangkat Daerah
kelancaran Jumlah dukungan sarana dan parasana adm kantor realisasi tahunn 100%
tugas dan Jumlah dukungan sarana dan prasarana adm kantor target tahun n "
fungsi
administrasi Dukungan Sarana Administrasi Perkantoran:
perangkat Dukungan Penyediaan barang dan jasa perkantoran
daerah Dukungan Pengadaan sarana dan prasarana kantor

Dukungan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Dukungan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Dukungan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

AW
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Persentase
terwujudnya
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
Aparatur yang
mendukung
kelancaran
tugas dan
fungsi SKPD

Capaian
kompetensi
Aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi

Perangkat Daerah

Alasan Pemilihan Indikator:
Alat ukur keberhasilan capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Formulasi Perhitungan:

Jumlah dokumen laporan peningkatan kompetensi aparatur tahun n
Jumlah dolumen laporan peningkatan kompetensi target tahun n

®100%

Persentase
terwujudnya
akuntabilitas
penata usaha
keuangan yang
mendukung
yang
mendukung
kelancaran
tugas dan
fungsi SKPD

Capaian
pengelolaan
keuangan sesuai
Standar
Akuntansi
Pemerintahan

Alasan Pemilihan Indikator:
Alat ukur keberhasilan capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan

Formulasi Perhitungan:
Jumlah laporan pengelolaan keuangan realisasi tahunn

Jumlah laporan pengelolaan target tahunn

x1000¢

Dokumen Laporan Keuangan :

1. Dok. Laporan Penatausahaan dan Realisasi Keuangan
2. Dok. Laporan Pajak

3. Dok. Laporan TLHP
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Definisi Operasional Bidang dan Kegiatan dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Mis 5:Meningkatkan K ualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, K ecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solus
terhadap pengangguran dan kemiskinan

Sasaran Daerah: M eningkatnya Perekonomian Banten melalui Pertumbuhan Ekonomi Sektor Dominan di Provinsi Banten

Dinas Pariwisata

NO Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Perhitungan Per;zr\;?gﬁng
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon |1

1 Memantapkan Persentase peningkatan nilai | Peningkatan  kontribusi ~ sektor | Nilai PDRB Sektor Pariwisata tahun n - Nilai PDRB 11 Sektor Pariwisata | K epala Dinas
Pengembangan PDRB sektor Pariwisata pariwisata dalam hal ini adalah 11 | tahun dasar/ Nilai PDRB 11 Sektor Pariwisatatahun dasar x 100% Pariwisata
Pariwisata Daerah sektor  Pariwisata ( Angkutan
Dan Ekonomi Par|W|SaIa, Hotd B|ntang, HOteI PDRB —xilzi FORE Scktor r:-:-:c i_-n::: takum '|_.'|':'_.'E.PE'R] Scktor Pariwizabs Takun Doar x100%
Kr%nf Non Blntang' Penyaj|aan Makan Nilai FORE Sckior Pariviaats tabun daaar

Minum, Jasa Penyelenggaraan
MICE, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa
Perusahaan Pariwisata Lainnya,
Daya Tarik Wisata, Wisata Tirta,
SPA dan Hiburan Rekreasi lainnya
) PDRB ADHK. Indikator ini
digunakan untuk mengukur
perubahan kontribusi sektor
Pariwisata pada tahun berjalan dan
tahun berikutnya
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Mis 5:Meningkatkan K ualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

terhadap pengangguran dan kemiskinan

Tujuan: Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, K ecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solus

Sasaran Daerah: M eningkatnya Perekonomian Banten melalui Pertumbuhan Ekonomi Sektor Dominan di Provinsi Banten

Dinas Pariwisata

pengembangan Destinasi =

x 100 %

Jumich Destinosl wnggulon 5 tohun

NO Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Perhitungan Perjlzr\:\?gll)mg
Indikator Kinerja Sasaran Program (esselon 111)

1.1 | Meningkatnya Persentasi  Pengembangan | Jumlah Pengembangan Destinasi | Jumlah Destinasi Unggulan pertahun 2 Destinasi di bagi target selama 5 Kepala Bidang
Jumlah Destinasi Destinasi Wisata berbasis | wisata dengan target 2 destinasi | Tahun yaitu 2/10 sehingga muncul target sebesar 20 % pertahun Destinasi
Wisatayang sapta pesona unggulan Provinsi Banten pertahun Pariwisata
berkembang (target 10 destinasi unggulan | Prosentase ) ) . )

selamas tahun) Pengambangan 2 Dostinae] Ungguicn portafun
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Mis 5:Meningkatkan K ualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, K ecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solus
terhadap pengangguran dan kemiskinan

Sasaran Daerah: M eningkatnya Perekonomian Banten melalui Pertumbuhan Ekonomi Sektor Dominan di Provinsi Banten

Dinas Pariwisata

NO Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Perhitungan Perjjzr\:?gﬁng
1.2 | Meningkatnya Jumlah Kunjungan | Jumlah kunjungan wisatawan Kepala Bidang
J(jtja\lmﬂr\évr:;it:\,\lm wisatavan setigp tahun Z E:Jon\J;:JnnjaBr;n\ivei;atawan yang berkunjung ke 8 Kabupaten / Kota di greg:jiskarm
meningkatkan nilai Pariwisata
dan pariwisata
PDRB Note : Output kegiatan promosi pelaksanaan di dalam dan luar daerah ,
penyiapan materi promosi cetak dan elektronik dan aplikasi simparda (
system pariwisata daerah ) baik buku dan aplikasi merupakan input dari
outcome / kinerja Program dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke
Provinsi Banten / Triwulan
Rata-RatalLama Kunjungan | Angka ratarata hari  lama | Angkarata-rata dari Jumlah lamanya wisatawan menginap di Provinsi Kepala Bidang
kunjungan wisatawan di Provinsi | Banten dalam berbagai jenis dan klasifikasi akomodiasi. Pemasaran
Banten . Produk
Angka rata-rata lama kunjungan wisatawan dalam satu tahun Pariwisata

Note : Output kegiatan promosi pelaksanaan di dalam dan luar daerah ,
penyiapan materi promosi cetak dan elektronik dan aplikasi simparda (
system pariwisata daerah ) baik buku dan aplikasi merupakan input dari
outcome / kinerja Program dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke
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Mis 5:Meningkatkan K ualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, K ecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solus
terhadap pengangguran dan kemiskinan

Sasaran Daerah: M eningkatnya Perekonomian Banten melalui Pertumbuhan Ekonomi Sektor Dominan di Provinsi Banten

Dinas Pariwisata

NO Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Perhitungan Perjlzr\:\?é;tl)mg
Provinsi Banten yang yang secara otomatis menambah jumlah rata — rata
lama kunjungan dan outputnya dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
/ Triwulan
1.3 | Memantapkan Rata-Rata Pengeluaran | Nilai (valug)  numerik  atas | PDRB sektor akomodasi + makmin (pariwisata) + omset souvenir danoleh | Kepala Bidang
Pengembangan Wisatawan pengeluaran/belanja wisatawan | oleh+ omset transportasi wisata) Pengembangan
Industri Pariwisata mancanegara dan atau nusantara (N) ke I ndustri
Daerah Dan provinsi banten (tahun n).  Semakin Rata — rata pengeluaran wisatawan dalam satu tahun Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif besar nilai yang N yang dihasilkan Ekonomi
maka semakin banyak uang yang Kreatif

dikeluarkan wisatawan di
banten pada tahun n.

provinsi

Note : Output dari kegiatan menjadi input program ( outcome ) dimana
pengeluaran wisatawan pada dasarnya adalah sebuah proses konsumsi
terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh wisatawan selama perjalanan
berwisata yang mencakup pada Industri pariwisata dan Usaha Ekonomi
kreatif yaitu akomodasi hotel, bar dan restauran, trasnportasi lokal, tour
atau sightseeing, cinderamata yang semuanya di rangkum kedalam PDRB
provinsi Banten sektor pariwisata yang di kerjasamakan dengan Badan
Pusat Statistik ( BPS) / Triwulan
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Mis 5:Meningkatkan K ualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Tujuan: Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, K ecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solus
terhadap pengangguran dan kemiskinan

Sasaran Daerah: M eningkatnya Perekonomian Banten melalui Pertumbuhan Ekonomi Sektor Dominan di Provinsi Banten

Dinas Pariwisata

NO Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Perhitungan Perjlzr\:\?gll)mg
1.4 | Meningkatnya Jumlah tenaga kerja yang | Jumlah  Pengembangan SDM | Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih pertahun 300 Orang ( target 1500 Kepala Bidang
jumlah pelaku | terlatih di sektor | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Orang selama’5 Tahun) Pengembangan
pariwisata dan | kepariwisataan dan ekonomi | yang terlatih Sumber Daya
ekonomi kreatif kreatif Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih = Target pertahun 300 | Manusia
Orang x 5 Tahun Pariwisata dan
Ekonomi
Kreatif
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sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja.

3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 pada dasarnya terlaksana

sesuai dengan yang telah direncanakan. Pencapaian target dari suatu

kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah perencanaan yang

baik, karena suatu proses tanpa adanya sebuah target bagaikan berjalan

tanpa arah. Maka dari itu sebelum pelaksanan suatu kegiatan harus

ditentukan dahulu target yang akan dicapai.Untuk mencapai target dan

pencapaian kinerja.

Berikut ini kami sampaikan capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2022 :

Urusan/Bidang TABEL RENCANA DAN REALISASI
Urusan Indikator Kinerja Target Realisasi %
Pemerintahan dan Program / Tolok Capaian
Program/Kegiatan Ukur Kinerja
1 2 3 4 5
Penunjang Urusan Capaian SAKIP 85 85 100
Pemerintah Daerah (Sistem
Akutabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah)
Pengembangan Rata-Rata 4,760,761 1.432.633 30,09
Ekonomi Kreatif | Pengeluaran
Melalui Wisatawan
Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak
Kekayaan
Intelektual
Jumlah Kunjungan | 19,105,640 11.974.724 62,68
Wisatawan
Pemasaran Produk | Rata-Rata Lama 1.60 1.48 92,50
Pariwisata Kunjungan
Prosentase Produk 3.09 ? ?
Domestik Regional
Bruto (PDRB)
Pengembangan Presentasi
Destinasi Pengembangan 20 20 100
Pariwisata Destinasi Wisata
Pengembangan Jumlah tenaga 300 300 100
Sumberdaya kerja yang terlatih
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Manusia Pariwisata
dan Ekonomi
Kreatif

di sektor
kepariwisataan
dan ekonomi
kreatif

Kegiatan

Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan

16 dokumen

16 dokumen

100

Tersusunnya
Dokumen
Rencana Kerja
Dinas Pariwisata
Provinsi Banten

3 dokumen

3 dokumen

100

Tersusunnya
Dokumen RKA
Dinas Pariwisata
Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

100

Tersusunnya
Dokumen
dokumen RKA
Perubahan Dinas
Pariwisata Provinsi
Banten

1 dokumen

1 dokumen

100

Tersusunnya DPA
Dinas Pariwisata
Provinsi Banten
Tahun Anggaran
2023

1 dokumen

1 dokumen

100

Tersusunnya DPA
Perubahan Dinas
Pariwisata Provinsi
Banten Tahun
Anggaran 2022

1 dokumen

1 dokumen

100

Tersusunnya
Dokumen Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja meliputi ;
laporan Bulanan,
laporan
Triwulanan dan
laporan
Semesteran Dinas
Pariwisata Provinsi
Banten Tahun
Anggaran 2022

1 dokumen

1 dokumen

100

Tersusunnya
Dokumen

4 dokumen

4 dokumen

100
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Tahunan Dinas
Pariwisata Provinsi
Banten

Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan dan
Neraca Aset

19 Dokumen

19 Dokumen

100

Tersedianya Gaji
dan Tunjangan
ASN Dinas
Pariwisata Provinsi
Banten

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN

12 bulan

12 bulan

100

Tersediannya
Dokumen
pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD

4 dokumen

4 dokumen

100

Tersusunnya
laporan Dokumen
Rekonsiliasi
Akuntansi

3 dokumen

3 dokumen

100

Tersusunnya
Laporan Keuangan
Akhir Tahun 2022

1 dokumen

1 dokumen

100

Tersusunnya
Dokumen TLHP
semester I dan
TLHP Semester II
2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100

Tersusunnya
Dokumen Rekon
PPTK, Dokumen
Laporan Semester
I, Dokumen
Laporan Pajak
(PPN,PPh22 dan
PPH 23), Dokumen
Laporan
SPP,SPM,SP2D
dan Laporan
Rekonsiliasi
Keuangan

5 dokumen

5 dokumen

100

Tersusunnya
Dokumen laporan
Buku Pajak,

2 dokumen

2 dokumen

100




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

65

Laporan Realisasi
Dana Trasfer,
Laporan Realisasi
Semester dan
Prognosis dan
Laporan Pajak
Tahunan

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

2 Orang

2 Orang

100

Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan pegawai
berdasarkan tugas
dan fungsi

2 Orang

2 Orang

100

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

1 Tahun

1 Tahun

100

Tersedianya
Komponen
Instalasi

Listrik /Peneranga
n Bangunan :
Belanja
Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Alat Listrik

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

Tersedianya
Peralatan Rumah
Tangga :

Belanja

1 Tahun

1 Tahun

100

Tersedianya
Barang Cetakan
dan Penggandaan

1 Tahun

1 Tahun

100

Terfasilitasinya
Jamuan Makan
dan Minum Tamu

1 Tahun

1 Tahun

100

Terselenggaranya
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
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100

Pengadaan Barang
Milik Daerah

6 Paket

6 Paket

100
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Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Terlaksananya
Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan :

1 Paket

1 Paket

100

Terlaksananya
Pengadaan Mebel
berupa :

Belanja Modal

3 Paket

3 Paket

100

Terlaksananya
Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya ;

35 Mesin
Lainnya

35 Mesin
Lainnya

100

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

1 Paket

1 Paket

100

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

1 Tahun

1 Tahun

100

Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

1 Tahun

1 Tahun

100

Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

1 Tahun

1 Tahun

100

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

80 Peralatan

80 Peralatan

100

Tersedianya jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan

18 Motor

18 Motor

100
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Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Tersedianya jasa 8 Mobil 8 Mobil 100
Pemeliharaan
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau

Lapangan ;

Terpeliharanya 80 Peralatan | 80 Peralatan 100
peralatan mesin

lainnya

Terpeliharanya 1 Gedung 1 Gedung 100

Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau

Bangunan
Lainnya
Pengelolaan Daya 18 Obyek 18 Obyek 100
Tarik Wisata
Provinsi
Terlaksananya 1 dokumen 1 dokumen 100
Penetapan Daya
tarik Wisata
Unggulan Provinsi
Berkembangnya 18 obyek 18 obyek 100
Daya tarik Wisata
Unggulan Provinsi
Pengelolaan 18 Obyek 18 Obyek 100
Kawasan Strategis
Pariwisata
Provinsi

Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen 100
Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi
(2 Dokumen)

Pengembangan 18 Obyek 18 Obyek 100
Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi

Pemberdayaan 35 Obyek 35 Obyek 100
Masyarakat dalam
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Pengelolaan
Kawasan Strategis
Pariwisata
Provinsi
Penetapan Tanda 5 Industri 5 Industri 100
Daftar Usaha
Pariwisata Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Terlaksananya S Industri 5 Industri 100
Pembinaan dan
Pengawasan
Usaha Pariwisata
Terfasilitasinya 2 Dokumen 2 Dokumen 100
Standarisasi
Industri dan
Usaha Pariwisata
Pemasaran 19 Kegiatan | 19 Kegiatan 100
Pariwisata Dalam
dan Luar Negeri
Daya Tarik,
Destinasi dan
Kawasan Strategis
Pariwisata
Provinsi
Penguatan 11 Kegiatan 11 Kegiatan 100
Promosi Melalui
Media Cetak,
Elektronik, dan
Media Lainnya
Baik Dalam dan
Luar Negeri
Terlaksananya 8 Kegiatan 8 Kegiatan 100
Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran
Pariwisata Baik
dalam dan Luar
Negeri Bagi
Industri
Pariwisata Provinsi
Tersedianya Data 5 Dokumen S Dokumen 100

dan Penyebaran
Informasi
Pariwisata
Provinsi, Baik
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dalam dan Luar
Negeri

Penyediaan 20 Kegiatan | 20 Kegiatan 100
Sarana dan
Prasarana Kota
Kreatif
Tersedianya 5 kegiatan S kegiatan 100
Sarana dan
Prasarana Kota
Kreatif
Terlaksananya 15 kegiatan 15 kegiatan 100
Perluasan Pasar
Produk Kreatif
Baik di Pasar
Ekspor Maupun
Pasar Domestik
Pelaksanaan 1.698 Orang | 1.698 Orang 100
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Lanjutan
Berkembangnya 300 orang 300 orang 100
Kompetensi SDM
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Lanjutan
Meningkatnya 848 orang 848 orang 100
Peran serta
Masyarakat dalam
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata
Terfasilitasinya 550 orang 550 orang 100
Pengembangan
Kompetensi

Sumber Daya
Manusia Ekonomi
Kreatif
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Capaian Kinerja Fisik Kegiatan pada pelaksanaan TA. 2022 sebesar 100 %

Secara umum faktor yang menunjang dalam penyerapan realisasi
anggaran hal ini adalah terdapat pada sisi perencanaan anggaran yang
disusun telah sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan Yyaitu

spesifik, measurable, adaptif, responsif dan time bond (SMART)

SOLUSI DAN TINDAK LANJUT

1. Terkait dengan penganggaran kegiatan ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan ;

a.Bagi para penyusun perencanaan anggaran mulai dari PPTK hingga Staf
Pelaksana (sebagai pembantu administrasi penyusun perencana
anggaran) perlu mempelajari prioritas skala kebutuhan penyusunan
anggaran serta mengetahui fungsi dari belanja anggaran pendukung,

pendamping dan utama

b. Lebih memperhatikan kembali standar dan aturan terkait penggunaan
dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran agar tidak terulang
kembali anggaran yang tidak dapat diserap atau tidak dapat
dipergunakan.

2. Terkait dengan capaian kinerja kegiatan ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan ;

a. Optimalkan pengawasan peran dan fungsi masing — masing unsur tugas
dalam Dinas Pariwisata dimulai dari tahapan penyusunan, kegiatan
pelaksanaan dan pelaporan agar pencapaian program, kegiatan dan

anggaran dapat terkendali

b. Optimalkan fungsi analisis perencanaan yang memadai agar terhindar
dari kegiatan / sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana yang
disebabkan belum adanya pendukungan kegiatan seperti undangan dan
sebagainya. Fungsi ini berguna untuk menganalisi “jika” kegiatan
tersebut tidak dapat dilaksanakan maka “apa” langkah berikutnya

dalam mengantisipasi hal — hal yang tidak diingink
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3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

URUSAN ogiglN I
Wajib UPAYA
yang PEI;RQ,IN & URAIAN E\IDIKATO REALI PERM MENGAT TINJUT
NO Berkaitan DAERA KEBIJAKAN PROG/K PROG /KE TARGET SASI ASA ASI REKOMEND
dengan EG LAHAN | PERMASA ASI DPRD
Pelayanan L G LAHAN
Dasar PELAKS
ANA
1. Peraturan
Daerah
Nomor 3
Tahun 2020
Tentang
Perubahan
APBD Tahun
Anggaran
2020
2. Peraturan
Gubernur
Dispar | Banten
1 - Prov. Nomor 30 - - - - - - -
Banten | Tahun 2020

tentang
Perubahan
Rencana
Kerja
Pemerintaha
n Daerah
Provinsi
Banten
Tahun 2020

Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagaimana pelaksanaan urusan pembangunan

sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku tidak

termasuk dalam Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan

Dasar.
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3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

URUSAN ORGANIS

Urusan
r ASI UPAYA
Waﬁg;’;‘“g PERANGK URAIAN g\gj L REAL] | PERM | MENGA RTEIE“(;II{,ITE
NO Borkeitan AT KEBIJAKAN | PROG/K | poo i | TARGET | G (" | ASA TASI NDASI
dengan DAERAH EG BG LAHAN | PERMAS | [ on2
PELAKSA ALAHAN

Pelayanan

Dasar N

1. Peraturan
Daerah
Nomor 3
Tahun 2020
Tentang
Perubahan
APBD Tahun
Anggaran
2020
2. Peraturan
Gubernur
1 - Dispar Banten

Prov. Nomor 30 ’ - ’ - - -
Banten Tahun 2020
tentang
Perubahan
Rencana
Kerja
Pemerintaha
n Daerah
Provinsi
Banten
Tahun 2020

Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagaimana pelaksanaan urusan pembangunan
sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku tidak
termasuk dalam pelaksanaan Urusan Wajib Wajib yang Tidak Berkaitan

dengan Pelayanan Dasar.
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NO URUSAN OPD KEBIJAKAN PROGRAM / INDIKATOR TARGET REALISASI | PERMASALAHAN UPAYA TINJUT
KEGIATAN PROG/ MENGATASI REKOMEN
KEGIATAN PERMASALAHAN | DASI DPRD
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10
1 | PILIHAN DINAS Peraturan Penunjang Capaian SAKIP 85 85 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
PARIWISATA | PARIWISATA | Daerah Nomor | Urusan (Sistem -
PROVINSI 3 Tahun 2020 | Pemerintah Akutabilitas
BANTEN tentang Daerah Kinerja
Perubahan Instansi
APBD Tahun Pemerintah)
Anggaran
2020
Peraturan
Gubernur
Banten Nomor
30 Tahun
2020 tentang
Perubahan
Rencana Kerja
Pemerintahan
Daerran
Provinsi
Banten
Perencanaan, Tersusunnya 16 16
Evaluasi dan Dokumen
Pelaporan Perencanaan
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Administrasi Tersusunnya 19 19
Keuangan Dokumen
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2022

Perangkat Daerah | Administrasi
Keuangan
Administrasi Terlaksananya 2 Orang 2 Orang
Kepegawaian Peningkatan
Perangkat Daerah | Disiplin dan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Administrasi Umum Terlaksananya 1 Tahun 1 Tahun
Perangkat Daerah Administrasi
Umum Perangkat
daerah
Pengadaan Barang | Pengadaan 6 Paket 6 Paket
Milik Daerah Barang Milik
Penunjang Urusan | Daerah
Pemerintah Daerah | Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pemeliharaan Terlaksananya 80 Peralatan 80 Peralatan
Barang Milik Pemeliharaan
Daerah Penunjang | Barang Milik
Urusan Daerah
Pemerintahan Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun

Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
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PROGRAM Persentase
PENINGKATAN Pengembangan 20 % 20 % Tidak ada Tidak ada Tidak ada
DAYA TARIK Destinasi -
DESTINASI Wisata berbasis
PARIWISATA Sapta Pesona
Pengelolaan Daya Terlaksananya 18 Obyek 18 Obyek
Tarik Wisata pengelolaan
Provinsi Daya Tarik
Wisata Provinsi
Pengelolaan Terlaksananya 18 Obyek 18 Obyek
Kawasan Strategis | pengelolaan
Pariwisata Provinsi | kawasan
strategis
Pariwisata
Provinsi
Penetapan Tanda Terlaksananya 5 Industri S Industri
Daftar Usaha Penetapan TDUP
Pariwisata Lintas lintas Daerah
Daerah Kabupaten / Kota
Kabupaten/Kotadalam | dalam 1 Provinsi
1 (satu) Daerah
Provinsi
Program Jumlah Data kunjungan Menunggu data Tidak ada
Pemasaran Kunjungan 19,105,640 11.974.724 | pariwisata dari kunjungan
Pariwisata Wisatawan kab/Kota terakhir dari
melalui simparda | Kab/Kota yang
masih berjalan terekam dalam
(belum final) data simparda
Persentase Data nilai PPTK dan Sub Tidak ada
peningkatan 3.09 o Perhitungan Koordinator
nilai PDRB PDRB tidak untuk meminta
sektor tercantum buku | kejelasan kepada
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Pariwisata penyusunan pihak konsultan
PDRB Dinas terkait tidak
Pariwisata adanya nlai PDRB
Provinsi Banten dalam buku
TA. 2022 penyusunan
PDRB tersebut
Rata-Rata 1.60 1.48 Nilai rata — rata Mengoptimalkan | Tidak ada
Lama lama kunjungan | atraksi atau
Kunjungan dibawah target kegiatan promosi
hal ini di obyek wisata
disebabkan dengan harapan
karena lama mampu
kunjungan di meningkatkan
hotel/tempat lama kunjungan
penginapan bagi | wisatawan
wisatawan belum
meningkat
Pemasaran Terlaksananya 19 Kegiatan 19 kegiatan
Pariwisata Dalam Pemasaran
dan Luar Negeri Pariwisata
Daya Tarik, dalam dan Luar
Destinasi dan Negeri Daya
Kawasan Strategis | Tarik, Destinasi
Pariwisata Provinsi | dan Kawasan
Strategis
Pariwisata
Provinsi
PROGRAM Rata-Rata Pengeluaran Mengoptimalkan | Tidak ada
PENGEMBANGAN | Pengeluaran 19,105,640 11.974.724 | masyarakat atraksi atau
EKONOMI Wisatawan mengalami kegiatan promosi
KREATIF penurunan dari | di obyek wisata
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MELALUI target yang dengan harapan
PEMANFAATAN direncanakan mampu
DAN hal ini meningkatkan
PERLINDUNGAN disebabkan lama kunjungan
HAK KEKAYAAN karena wisatawan
INTELEKTUAL kunjungan
wisatwan
mancaegara
mengalami
penurunan
Penyediaan Sarana | Tersedianya 20 16
dan Prasarana sarana dan
Kota Kreatif prasarana kota
kreatif Keg
Pelaksanaan Terlaksananya 1.698 Orang 1.698 Orang
Peningkatan Pelaksanaan
Kapasitas Sumber | Peningkatan
Daya Manusia Kapasitas
Pariwisata dan Sumber Daya
Ekonomi Kreatif Manusia

Tingkat Lanjutan

Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat
Lanjutan

76




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

77

3.2

Kebijakan Strategis yang ditetapkan

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2022

NO URAIAN OPD DASAR HUKUM TUJUAN/MASALA
KEBIJAKAN H YANG
STRATEGIS DISELESAIKAN

1 2 3 4 6
1 - Dispar Prov.
Banten -

Untuk Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2022

pada kebijakan strategis khususnya tidak termasuk dalam OPD Strategis
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3.3

Tindak lanjut Rekomedasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Berikut kami tampilkan rekomendari DPRD tahun sebelumnya beserta

tindak lanjut dan tujuan / masalah yang diselesaikan sebagaimana tabel

dibawah ini :

NO | REKOMENDASI
DPRD TAHUN
2022

TINDAK LANJUT

TUJUAN / MASALAH
YANG DISELESAIKAN

1 Tidak Ada catatan
dan rekomendasi

Tidak ada

Tidak ada
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BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun
Anggaran 2022 Nomor SP.DIPA-040.01.3.400620/2022 tertanggal 17
November 2021

A. INSTANSI PEMBERI TUGAS DEKONSENTRASI

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

B. SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DEKONSENTRASI
Satker yang melaksanakan tugas tersebut adalah :
1. Bidang Pemasaran dalam Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
2. Bidang SDM Pariwisata dan Ekraf dalam kegiatan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam kegiatan

Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

RENCANA REALISASI
PRIggéngn,g AI;AN TOLOK UKUR % TOLOK UKUR DAN %
DAN TARGET TARGET OUTPUT
OUTPUT
v 2 s 4 5
Program Kepariwisataan dan Ekonomi| 100 100
Kreatif
Pengembangan 100 [Terlaksananya Kegiatan 100
Sumber Daya Pengembangan SDM
Manusia Ekonomi Ekonomi Kreatif -
Kreatif sebanyak 35 Pelatihan Gerakan Usaha
peserta Kreatif bagi ASN
dilaksanakan tanggal 24
s.d. 26 Oktober 2022 di
Hotel Royal
KrakatauNarasumber
Cilegon Jumlah Peserta
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sebanyak 40 org

Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Pariwisata
sebanyak 40 peserta

100

Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan Implementasi
Konsep CHSE Bagi ASN
dilaksanakan pada
tanggal 31 Oktober s.d. 2
November 20022 di Hotel
Royale Krakatau Cilegon
Jumlah Peserta 40 orang

100

Pengembangan Tata
Kelola Destinasi
Pariwisata 1 (satu)
Kali

100

Terlaksananya Kegiatan
Pengembangan Sistem
Informasi
Kepariwisataan Nasional
dilaksnakan pada
tanggal 29 s.d 30
September 2002 di Hotel
Royale Krakatau Cilegon
Jumlah Peserta 50 org
serta kegiatan Sisparnas
sudah dilaksanakan
input data oleh surveyor
di tingkat kab/kota

100

Pengembangan
Penyelenggara
Kegiatan (Events)
melalui workshop
dengan peserta 50
orang

100

Terlaksananya Kegiatan
Bimbingan Teknis
Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan
Kegiatan dilaksanakan 2
gelombang yang pertama
pada tanggal 27 s.d. 29
Oktober 2022 dan
Angkatan ke 2 pada
tanggal 7 s.d. 9
November 2022 di Hotel
Mambruk Anyer Peserta
berjumlah 50 org setiap
Angkatan total 100 org

100

Program Dukungan Manajemen

100

100

Pengembangan
Perencanaan dan
Keuangan dan
workshop
pengembangan
ekosistem ekonomi
kreatif dengan

peserta 50 orang
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Realisasi Keuangan

PROGRAM / KEGIATAN o
NO / SUB KEGIATAN RENCANA (RP)| REALISASI (RP) Yo
1 2 3 4 5
Program Kepariwisataan 1.290.000.000 865.848.852 67.12
dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Sumber 190.000.000 143.730.000, 75.65
Daya Manusia Ekonomi
Kreatif
Pengembangan Sumber 190.000.000 114.202.000; 60.11
Daya Manusia Pariwisata
Pengembangan Tata 300.000.000 139.730.000, 46.58
Kelola Destinasi
Pariwisata
Pengembangan . 500.000.000 410.853.852| 82.17
Penyelenggara Kegiatan
(Events)
Pengembangan 57.333.000; 52.12
Perencanaan dan Keuangan 110.000.000
Capaian kinerja keuangan adalah 67.12 %
PERMASALAHAN DAN KENDALA
Berikut kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam
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pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi :

1. Adanya Keterlambatan SK Pengelola APBN yang harus ditandatangani

oleh Kepala Daerah dan secara bersamaan di Provinsi Banten masa
jabatan Gubernur telah habis

Adanya Pergantian SK pengelola kegiatan dikarenakan pada SK yang
lama Bendahara Pengeluaran tidak memiliki Sertifikat
perbendaharaan sehingga harus dibuat SK baru

Proses Adaptasi terhadap System SAKTI yang merupakan hal baru
sehingga proses pencairan dana sedikit agak tersendat sementara

seluruh kegiatan sudah terjadwal dari kemenparekraf
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SARAN DAN TINDAKLANJUT
Berikut saran dan tindaklanjut dalam pelaksanaan kegiatan dana
dekonsentrasi :

1. Diperlukan juga pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi
kreativ yang bukan baerasal dari ASN mengingat sumber daya manusia
pariwisata di Provinsi Banten masih realtiv rendah

2. Diperlukan pula kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan
langsung di destinasi wisata sehingga warga sekitar destinasi lebih

sadar dalam merawat destinasi wisata
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4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan wurusan pemerintahan yang

diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana pada pasal 4 dijelaskan
bahwa jenis SPM terdiri atas :

a. Pendidikan

o

Pekerjaan Umum
Kesehatan

Perumaha Rakyat

B oo

®

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

™

Sosial

Sementara urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan
urusan pilihan Sesuai Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah. Sehingga Dinas Pariwisata Provinsi
Banten adalah wurusan Pilihan dan tidak diwajibkan atau tidak
memiliki SPM dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tersebut.

A. Jenis Pelayanan Dasar
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang
melaksanakan dalam urusan Wajib melainkan hanya urusan
pilihan (data tidak tersedia)

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang
melaksanakan dalam urusan Wajib melainkan hanya urusan
pilihan (data tidak tersedia)

C. Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang
melaksanakan dalam urusan Wajib melainkan hanya urusan
pilihan (data tidak tersedia)

D. Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan
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Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang
melaksanakan dalam urusan Wajib melainkan hanya urusan
pilihan (data tidak tersedia)

E. Dukungan Personil
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang
melaksanakan dalam urusan Wajib melainkan hanya urusan
pilihan (data tidak tersedia)

F. Permasalahan dan Solusi
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang
melaksanakan dalam urusan Wajib melainkan hanya urusan
pilihan (data tidak tersedia)

4.2 Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas pembantuan dan
Upaya Penyelesaian

PERMASALAHAN DAN KENDALA
Berikut kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi :

1. Adanya Keterlambatan SK Pengelola APBN yang harus ditandatangani
oleh Kepala Daerah dan secara bersamaan di Provinsi Banten masa
jabatan Gubernur telah habis

2. Adanya Pergantian SK pengelola kegiatan dikarenakan pada SK yang
lama Bendahara Pengeluaran tidak memiliki Sertifikat
perbendaharaan sehingga harus dibuat SK baru

3. Proses Adaptasi terhadap System SAKTI yang merupakan hal baru
sehingga proses pencairan dana sedikit agak tersendat sementara

seluruh kegiatan sudah terjadwal dari kemenparekraf
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SARAN DAN TINDAKLANJUT
Berikut saran dan tindaklanjut dalam pelaksanaan kegiatan dana
dekonsentrasi :

1. Diperlukan juga pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi
kreativ yang bukan baerasal dari ASN mengingat sumber daya manusia
pariwisata di Provinsi Banten masih realtiv rendah

2. Diperlukan pula kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan
langsung di destinasi wisata sehingga warga sekitar destinasi lebih

sadar dalam merawat destinasi wisata
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BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan pariwisata
dan ekonomi kreatif tahun 2022 disusun, sebagai bahan LKPj Gubernur Banten
tahun 2022 dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas

Pariwisata Provinsi Banten

Serang, Desember 2022

KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN

H. Al Hamidi, S.Sos, M.Si
NIP. 19640817 198603 1 022
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